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Ketimpangan pembangunan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat 
multidimensional dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya Jawa Timur. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kredit investasi, angkatan kerja 
yang bekerja, modal manusia (pendidikan), pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap 
tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009-
2013. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan 
efek tetap (Fixed Efect Method) dan dummy wilayah. Penggunaan dummy wilayah dalam 
penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat ketimpangan pembangunan di 38 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada alpha 5 persen variabel kredit 
investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan antar 
wilayah. Sedangkan variabel angkatan kerja yang bekerja, modal manusia (pendidikan), 
pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
Kata Kunci: ketimpangan antar wilayah, kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja, 







1.1 Latar Belakang 
Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian penting 
dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi 
daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta semakin 
kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar 
sektor.  
Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang 
lebih baik dari sebelumnya. Semua negara menginginkan adanya peningkatan 
standar hidup bagi rakyatnya, dengan cara mengindentifikasi potensi-potensi 
sumberdaya ekonomi yang dimiliki, kemudian menyusun rencana-rencana 
pembangunan dan melaksanakannya melalui partisipasi masyarakat untuk 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga tercapainya 
kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses yang berkelanjutan 
merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Jumlah 
penduduk yang terus bertambah, harus diimbangi dengan tambahan pendapatan 
tiap tahun. Hal ini dapat diperoleh melalui peningkatan output agregat (barang 
dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahun. Menurut 
Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah 





mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada 
faktor produksi. 
 Dalam penelitian ini, penulis memilih Provinsi Jawa Timur sebagai obyek 
penelitian dikarenakan provinsi tersebut memilki pertumbuhan ekonomi yang 
sempat berulang kali mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian 
apabila dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi-provinsi lainnya di pulau 
Jawa, Jawa timur juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih unggul. Hal ini 
merupakan bukti bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar dan 
mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. 
Tabel 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 
No Keterangan 
Tahun 
2009 2010 2011 2012 2013 
1 PDRB ADHB 
(Miliar Rupiah)   
684.234 778.454 884.144 1.001.721 1.136.330 
2 PDRB ADHK 
2000 (Miliar 
Rupiah)     
320.861 342.281 366.984 393.666 419.430 
3 Pertumbuhan 
Ekonomi (%)     
5,01 6,68 7,22 7,27 6,55 
4 Pertumbuhan 
Ekonomi 
Nasional (%)   
4,55 6,10 6,50 6,23 5,78 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 
684,234 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.136,330 triliun pada tahun 
2013. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur tahun 
2009 meningkat dari Rp. 320,861 triliun menjadi Rp. 419,430 triliun pada tahun 
2013. Pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 persen, 
kemudian tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing tumbuh 
sebesar 6,68 persen, 7,22 persen dan 7,27 persen, namun pada tahun 2013 
mengalami perlambatan menjadi 6,55 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa 





Secara umum, pada tahun 2013 hampir seluruh sektor mengalami 
perlambatan  dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sektor pertanian dari 3,49 
persen menjadi 1,15 persen; sektor industri pengolahan dari 6,34 persen menjadi 
5,59 persen; sektor listrik, gas dan air  bersih dari 6,21 persen menjadi 4,74 
persen; sektor perdagangan, hotel, dan restauran dari  10,06 persen menjadi 
8,61 persen; serta sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan dari  8,01 
persen menjadi 7,68 persen. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan 
adalah sektor pertambangan dan penggalian dari 2,10 persen menjadi 3,30 
persen; sektor konstruksi  dari 7,05 persen menjadi 9,08 persen; sektor 
pengangkutan dan komunikasi dari 9,64 persen menjadi 10,43 persen; serta 
sektor jasa-jasa dari 5,07 persen menjadi 5,32 persen. Hal ini  disebabkan oleh 
situasi perekonomian global yang masih mengalami krisis, sehingga 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektoral Jawa Timur. 
Provinsi Jawa Timur menjadi penghubung antara Pulau Jawa dengan 
Pulau Bali. Lokasi Jawa Timur yang strategis menjadikan provinsi ini sebagai 
pintu gerbang perdagangan antara Kawasan Tengah, Kawasan Timur dan 
Kawasan Barat Indonesia. Sehingga Jawa Timur memiliki peluang yang besar 
dalam pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diduga 
dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi.  
Berdasarkan Tabel 1.2, Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata laju 










Tabel 1.2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2013 (%) 
Nama Provinsi 2011 2012 2013 
DKI Jakarta 6,73 6,53 6,11 
Jawa Barat 6,51 6,28 6,06 
Jawa Tengah 6,03 6,34 5,81 
DI Yogyakarta 5,17 5,32 5,40 
Jawa Timur 7,22 7,27 6,55 
Banten 6,38 6,15 5,86 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
Kemudian laju pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari masing-masing 
kabupaten/kota Jawa Timur juga menunjukkan angka yang cukup baik, yaitu ada 
pada kisaran >5,8% pada tahun 2012, seperti pada tabel 1.3 di bawah ini. 
Tabel 1.3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Jawa Timur  
Tahun 2012 (%) 
No Kab/Kota Laju 
Pertumbuhan 
No Kab/Kota Laju 
Pertumbuhan 
1 Kab. Pacitan 6,77 20 Kab. Magetan 6,51 
2 Kab. Ponorogo 6,67 21 Kab. Ngawi 6,67 
3 Kab. Trenggalek 6,72 22 Kab. Bojonegoro 5,82 
4 Kab. Tulungagung 6,99 23 Kab. Tuban 6,19 
5 Kab. Blitar 6,44 24 Kab. Lamongan 7,22 
6 Kab. Kediri 6,99 25 Kab. Gresik 7,43 
7 Kab. Malang 7,56 26 Kab. Bangkalan 6,45 
8 Kab. Lumajang 6,47 27 Kab. Sampang 6,19 
9 Kab. Jember 7,27 28 Kab. Pamekasan 6,43 
10 Kab. Banyuwangi 7,29 29 Kab. Sumenep 6,49 
11 Kab. Bondowoso 6,47 30 Kota Kediri 7,67 
12 Kab. Situbondo 6,62 31 Kota Blitar 6,84 
13 Kab. Probolinggo 6,67 32 Kota Malang 7,71 
14 Kab. Pasuruan 7,29 33 Kota Probolinggo 6,96 
15 Kab. Sidoarjo 7,23 34 Kota Pasuruan 6,59 
16 Kab. Mojokerto 7,79 35 Kota Mojokerto 7,19 
17 Kab. Jombang 6,99 36 Kota Madiun 7,88 
18 Kab. Nganjuk 6,72 37 Kota Surabaya 7,76 
19 Kab. Madiun 6,58 38 Kota Batu 8,26 
 Rata-rata 7,27 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2013 
Pada tabel 1.3 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya laju 
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saja yang cukup tinggi, namun laju 
pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur pun juga 





Namun dengan keunggulannya dalam pertumbuhan ekonomi, Provinsi 
Jawa Timur bukannya tanpa masalah, ternyata provinsi ini memiliki masalah 
dalam ketimpangan pembangunan. Masalah ketimpangan di Jawa Timur dapat 
dilihat dari terdapatnya perbandingan yang jauh antara Kabupaten/Kota Jawa 
Timur dengan PDRB per kapita diatas rata-rata dengan PDRB per Kapita 
dibawah rata-rata Jawa Timur. Dengan mengambil contoh PDRB perkapita Jawa 
Timur Tahun 2013, pada Kelompok pertama yakni PDRB per kapita diatas PDRB 
per kapita Provinsi Jawa Timur yang sebesar Rp 11.060.137,57 terdapat 7 
Kabupaten/Kota yaitu Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten 
Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Madiun dan Kota Mojokerto. Kemudian 
kelompok kedua ialah 31 Kabupaten/Kota dengan PDRB per kapita dibawah 
PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten 
Mojokerto, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Tuban, 
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, 
Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 
Situbondo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, 
Kabupaten Magetan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Blitar, Kabupaten 
Jember, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, 
Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ponorogo, 
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sampang, Kabupaten 
Pacitan dan Kabupaten Pamekasan. 
Berdasarkan hasil pengelompokan diatas didapat bahwa Kabupaten 
/Kota dengan PDRB per kapita tertinggi di Jawa Timur ialah Kota Kediri sebesar 
Rp 98.090.602,24 sedangkan PDRB per kapita terendah di Jawa Timur ialah 
Kabupaten Pamekasan dengan nilai Rp 3.150.932,624, sangat jauh dari rata-rata 





per kapita yang tinggi karena adanya sebuah perusahaan industri rokok berskala 
nasional. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi gap yang cukup besar 
antara wilayah dengan PDRB per kapita teringgi dan terendah di Jawa Timur, hal 
ini menandakan adanya ketimpangan di provinsi tersebut. 
Tabel 1.4 : PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2013 (Rupiah) 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
Fokus untuk membahas perbedaan pertumbuhan regional dapat 
didefinisikan dengan cara yang berbeda. Langkah-langkah pertumbuhan yang 
paling sering digunakan adalah: (1) pertumbuhan output, (2) pertumbuhan output 
per pekerja, dan (3) pertumbuhan output per kapita. Hal ini penting untuk dapat 
menjelaskan tentang ukuran pertumbuhan apa yang sebaiknya digunakan 
karena tiga langkah ini dapat memberikan pembacaan yang sangat berbeda dari 
No Kab/Kota Nilai No Kab/Kota Nilai 
1 Kota Kediri 98.090.602,24 20 Kab. Situbondo 6.453.027,795 
2 Kota Surabaya 38.674.715,72 21 Kab. Lamongan 6.396.147,337 
3 Kota Malang 20.643.897,33 22 Kab. Magetan 6.298.747,808 
4 Kab. Gresik 16.960.016,71 23 Kab. Jombang 6.252.132,684 
5 Kab. Sidoarjo 15.650.475,67 24 Kab. Nganjuk 6.203.692,474 
6 Kota Madiun 15.164.620,02 25 Kab. Blitar 6.042.277,327 
7 Kota Mojokerto 12.088.729,22 26 Kab. Kediri 6.036.640,819 
8 Kota Probolinggo 10.988.967,35 27 Kab. Sumenep 5.955.340,465 
9 Kab. Tulungagung 9.445.523,399 28 Kab. Jember 5.948.560,309 
10 Kota Batu 9.237.597,368 29 Kab. Madiun 5.507.398,297 
11 Kab. Mojokerto 9.164.037,321 30 Kab. Trenggalek 5.406.324,842 
12 Kab. Tuban 9.048.398,568 31 Kab. Pasuruan 5.354.977,134 
13 Kota Blitar 8.815.125,79 32 Kab. Bondowoso 5.022.077,071 
14 Kab. Banyuwangi 8.537.740,066 33 Kab. Ponorogo 4.609.591,557 
15 Kab. Bojonegoro 8.045.022,937 34 Kab. Ngawi 4.589.052,617 
16 Kab. Lumajang 7.493.927,485 35 Kab. Bangkalan 4.418.976,221 
17 Kab. Probolinggo 7.251.177,337 36 Kab. Sampang 3.787.005,514 
18 Kab. Malang 7.135.941,835 37 Kab. Pacitan 3.410.594,342 
19 Kota Pasuruan 7.005.213,927 38 Kab. Pamekasan 3.150.932,624 





kinerja pertumbuhan daerah. Ukuran pertumbuhan tersebut memiliki tujuan yang 
berbeda, pertumbuhan output digunakan sebagai indikator pertumbuhan 
kapasitas produksi yang sebagian tergantung pada sejauh mana daerah yang 
menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain. Pertumbuhan output per 
pekerja sering digunakan sebagai indikator perubahan daya saing suatu daerah 
(karena mengukur pertumbuhan produktivitas), sedangkan pertumbuhan output 
perkapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi 
(Armstrong & Taylor, 2000). 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan capaian lima Indikator 
Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2013 yang merupakan 
ringkasan laporan kinerja terhadap hasil penyelenggaraan Pemerintahan 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang meliputi Indikator Kinerja Persentase 
Penduduk Miskin, Kinerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 
Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Disparitas Wilayah dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). 
Pengukuran disparitas Jawa Timur dapat ditunjukkan oleh Indeks 
Williamson. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), 
adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar  kecamatan di 
suatu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di suatu  provinsi dalam waktu 
tertentu. Indeks williamson berguna sebagai indikasi tingkat pemerataan 
pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai  indeks williamson berarti 
semakin melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut dan sebaliknya 






Tabel 1.5 : Indeks Williamson Jawa Timur Tahun 2009-2013 






Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah 
Pencapaian Indeks ketimpangan williamson dalam kurun waktu lima  
tahun terakhir mengalami fluktuatif dan nilainya selama tahun 2009-2013 
berturut-turut adalah 1.074733 (2009); 1.081326 (2010); 1.084664 (2011); 
1.044734 (2012); dan 1.047233 (2013). 
Agenda utama pemerintah Jawa Timur yang terkait dengan Indeks 
Disparitas Wilayah yaitu Meningkatkan Percepatan pemerataan dan 
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan terutama melalui 
pengembangan agroindustri/Agrobinis serta pembangunan dan perbaikan 
infrastruktur terutama pertanian dan perdesaan. Dari agenda dimaksud, yang 
tentu telah dijabarkan kedalam prioritas-prioritas pembangunan, beberapa 
kegiatan prioritas telah menjadi fokus RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 
baik dalam hal peningkatan dana pemeliharaan jalan dan jembatan yang 
proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2013 mencapai 30.378,65 
km atau 80,20 persen, yang didukung oleh kebijakan bantuan Keuangan Desa 
untuk pembangunan infrastruktur Desa maupun Bantuan Pembangunan 
Infrastruktur ke Kabupaten/Kota, Peningkatan produksi sektor primer dengan 
pendekatan pengembangan kawasan-kawasan agropolitan yang terkonstruksi 
pada segmen UMKM dan Koperasi. Disamping itu dari aspek pemerataan 
kualitas sumberdaya manusia, kebijakan dana transfer kepada Kabupaten/Kota 





rangka menuju pemerataan kualitas sumberdaya manusia di berbagai kawasan 
maupun  wilayah adminsitrasi Kabupaten/Kota se Jawa Timur.  
Kedepan, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus mengurangi 
tingkat kesenjangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota terus dilakukan dan hal ini 
telah menjadi komitmen bersama dengan DPRD, sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2014-2019 yang salah satu misi utamanya adalah “Percepatan 
Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing, bebasis 
Agrobisnis/Agroindustri dan Industralisasi”. 
Menurut teori neoklasik, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 
perbedaan pertumbuhan antar daerah di suatu wilayah tertentu. Model neoklasik 
mengidentifikasi tiga alasan mengapa disparitas pertumbuhan regional dapat 
terjadi, yang pertama adalah kemajuan teknologi mungkin berbeda antar daerah, 
kedua, pertumbuhan modal mungkin berbeda antara daerah, dan yang ketiga, 
pertumbuhan tenaga kerja dapat bervariasi antar daerah. Sehingga model 
neoklasik mengidentifikasi tiga sumber pertumbuhan output suatu daerah yaitu 
dari persediaan modal, tenaga kerja dan teknologi. Oleh karena itu pertumbuhan 
output suatu daerah akan tergantung pada tingkat pertumbuhan dari ketiga faktor 
produksi tersebut.  
Menurut teori Keynes, peran serta pemerintah sangat penting bagi 
keberlangsungan dan kemajuan perekonomian suatu daerah. Perpajakan dan 
pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran 
pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Kedua kebijakan 





pelaksanaan maupun penyelesaian masalah-masalah dalam perekonomian 
daerah. 
Berdasarkan uraian di atas menjadi penting untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja, modal manusia 
(pendidikan), pajak dan pengeluaran pemerintah wilayah kabupaten/Kota Jawa 
Timur terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Propinsi 
Jawa Timur. Sehingga berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa memfokuskan 
perbaikan pada faktor-faktor ini dapat meningkatkan pemerataan pertumbuhan 
ekonomi serta menekan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi 
Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya 
bergerak pada menciptakan nilai namun juga mampu meningkatkan 
kesejahteraan semua masyarakat dengan pemerataan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Seberapa besar pengaruh kredit investasi terhadap ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur? 
2. Seberapa besar pengaruh angkatan kerja yang bekerja terhadap ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur? 
3. Seberapa besar pengaruh modal manusia (pendidikan) terhadap ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur? 
4. Seberapa besar pengaruh pajak terhadap ketimpangan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur? 
5. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan 





1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kredit investasi terhadap 
ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angkatan kerja yang bekerja 
terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal manusia (pendidikan) 
terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak terhadap ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 
terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat akademis : 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi 
akademis dalam upaya mengidentifikasi pembangunan regional Jawa Timur. 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk persiapan di 
dunia kerja. Selain itu juga sebagai sarana berpikir kritis mengenai fenomena 
ekonomi di masyarakat sehingga dapat menemukan jalan keluar dari suatu 
permasalahan. 
2. Manfaat praktis 
Sebagai bahan informasi atau media yang memberikan masukan dan dapat 
digunakan sebagai dasar petimbangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
serta pemerintah daerah secara umum dalam upaya peningkatan 





pembangunan, menentukan kebijakan pembangunan dalam kegiatan ekonomi 
di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga dapat digunakan peneliti lain sebagai 
bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. 
1.5 Sistematika Penulisan 
1.  Bab I Pendahuluan  
Bab ini berisi latar belakang masalah dari kesenjangan antar wilayah di Propinsi 
Jawa Timur, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan.  
2. Bab II Tinjauan Pustaka  
Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 
hipotesis penelitian.  
3. Bab III Metode Penelitian  
Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi 
operasional, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data dan metode 
analisis.  
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan  
Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan ketimpangan 
pembangunan antar wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan 








5. Bab V Penutup  






2.1   Landasan Teori 
2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 
Sumitro Djojohadikusumo (1987) menyatakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam 
kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung 
pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan 
ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses 
transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural 
yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka 
susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. 
Selama tiga dasawarsa perhatian utama pembangunan pada cara 
mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, baik negara maju/kaya 
maupun negara terbelakang/miskin, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis 
maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Seperti 
diketahui bahwa suatu keberhasilan program pembangunan di negara 
berkembang sering dimulai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan 
output dan pendapatan nasional. Baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah 
dan tinggi rendahnya mutu aparat di bidang ekonomi secara keseluruhan 
biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output yang dihasilkan. 
Namun demikian penyebaran pertumbuhan pendapatan tersebut masih sangat 
terbatas jangkauannya, kekuatan antara negara maju dan negara berkembang 
tidak seimbang sehingga cenderung memperlebar jurang kesenjangan antara 
kelompok negara kaya dan negara miskin.  
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Di negara berkembang perhatian utama terfokus pada dilema antara 
pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang 
lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan 
yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah adalah bukan hanya soal 
bagiamana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siap melaksanakan dan 
berhak menikmati hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak 
semata-mata diukur berdasarkan peningkatan GNP secara keseluruhan, tetapi 
harus memperhatikan distribusi pendapatan telah meyebar ke segenap 
penduduk/lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya 
(Todaro, 1999). 
Menurut Michael P. Todaro (1993), pembangunan di semua negara 
memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu :  
1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan 
bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, 
kesehatan dan perlindungan.  
2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk manambah dan mempertinggi 
penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih 
baik dan memperhatikan nilai–nilai budaya dan kemanusiaan. Semua itu bukan 
hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga untuk 
meningkatkan kesadaran akan harga diri, baik individu maupun bangsa.  
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan 
nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap–sikap budak dan 
ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan 




Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian 
suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian 
wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya 
penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja 
yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila 
dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. 
Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : 
1. Produk Domestik Bruto (PDB) 
Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat  
nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu 
perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. 
2. Produk Domestik Bruto Per Kapita 
Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur 
pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk. 
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua 
aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 
pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga 
konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per 






2.1.2   Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga 
saat ini, antara lain : Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Teori Pertumbuhan 
Neo Klasik, Model Pertumbuhan Interegional, Teori Pertumbuhan Keynesian, 
Teori Pertumbuhan Kuznet, teori basis ekonomi, teori penyebab kausatif, dan 
lain-lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pertumbuhan Neoklasik 
dan Keynes sebagai dasar acuan dan tinjauan teoritis. 
Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi 
permintaan agregat dan sisi penawaran agregat. Seperti yang diilustrasikan pada 
gambar 2.1, titik perpotongan antara kurva permintaan agregat dan kurva 
penawaran agregat adalah titik keseimbangan ekonomi (equilibrium) yang 
menghasilkan suatu jumlah output agregat (PDB) tertentu dengan tingkat harga 
umum tertentu. Output agregat yang dihasilkan selanjutnya membentuk 
pendapatan nasional. Apabila pada periode awal (t = 0) output adalah Y, maka 
yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah apabila pada periode 
berikutnya output = Y1, dimana Y1 > Y0.  
Gambar 2.1: Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat 





Sumber : Tambunan, 2001 
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Melalui analisis gambar ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 
disebabkan oleh pergeseran kurva penawaran (AS1) sepanjang kurva 
permintaan (bagian A) atau pergeseran kurva permintaan (AD1) sepanjang kurva 
penawaran (bagian B).  
1. Sisi Penawaran Agregat (AS)  
Ada dua aliran pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi di lihat dari sisi 
penawaran agregat, yakni teori neoklasik dan teori modern. Dalam kelompok 
teori neoklasik, faktor-faktor produksi yang dianggap sangat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan output adalah jumlah tenaga kerja dan kapital. Kapital 
bisa dalam bentuk finance atau barang modal. Penambahan jumlah tenaga kerja 
dan kapital dengan faktor-faktor lain, seperti tingkat produktivitas dari masing 
faktor produksi tersebut atau secara keseluruhan tetap, akan menambah output 
yang dihasilkan. Sedangkan dalam kelompok teori modern, faktor-faktor produksi 
yang dianggap krusial tidak hanya tenaga kerja dan modal tetapi juga perubahan 
teknologi (yang terkandung dalam barang modal), energi, enterpreneurship, 
bahan baku dan material. Selain itu, faktor-faktor lain yang oleh teori-teori 
modern juga dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum, serta peraturan (the rule of 
law), stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar nilai tukar 
internasional (Tambunan, 2001: 43). 
2. Sisi Permintaan Agregat (AD)  
Dari sisi permintaan agregat, pergeseran kurva AD ke kanan yang mencermin 
naiknya permintaan di dalam ekonomi bisa terjadi karena pendapatan nasional 
yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan dan 
pemerintah yang meningkat. Sisi permintaan agregat (penggunaan PDB) terdiri 
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atas empat komponen utama yakni konsumsi rumah tangga (C), investasi 
domestik bruto (pembentukan modal tetap dan perubahan stok) dari sektor 
swasta dan pemerintah (I), konsumsi atau pengeluaran pemerintah (G), dan 
ekspor neto, yaitu ekpor barang dan jasa (X) minus impor barang dan jasa (M).  
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 
Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh dua orang ekonom 
yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori neoklasik berpendapat bahwa 
pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-
faktor yang  mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga 
menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan 
teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi 
(Sukirno,2005). Teori neoklasik juga membagi tiga  jenis input yang berpengaruh 
dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : 
1.  Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi 
2.  Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi 
3.  Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi 
2.1.2.1.1 Model Pertumbuhan Tanpa Perkembangan Teknologi 
Dalam model ini, fungsi produksi secara umum dapat dituliskan sebagai : 
Yt = f(Kt , Lt)         (2.1) 
dengan : 
Y = pendapatan riil 
K = stok modal 
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L = tenaga kerja 
t = subskrip untuk waktu 
Bentuk spesifik dari hubungan ini dikenal sebagai fungsi produksi Cobb- 
Douglas. Dengan mengambil á dan â masing - masing adalah elastisitas 
pendapatan terhadap modal dan tenaga kerja maka fungsi produksi dapat 
dituliskan sebagai: 
Yt = A Kt
α Lt
β         (2.2) 
Pendapatan akan meningkat bila setiap tenaga kerja mendapat modal 
peralatan yang lebih banyak dan proses ini disebut  ‘capital deepening’. Tetapi 
tidak dapat terus - menerus meningkat tanpa adanya pertumbuhan teknologi 
karena modal (seperti juga tenaga kerja) akhirnya akan meningkat dengan 
pertumbuhan yang semakin berkurang (diminishing return). 
2.1.2.1.2 Model Pertumbuhan Dengan Perkembangan Teknologi 
Model Neoklasik tanpa perkembangan teknologi kurang relalistis untuk 
membuat analisis, supaya lebih realistis maka ditambahkan faktor perkembangan 
teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan. Cara yang paling 
umum adalah memasukkan perkembangan teknologi sebagai elemen dalam 
fungsi produksi. Modal dan tenaga kerja diasumsikan dapat mengambil 
keuntungan dari adanya perkembangan teknologi. Fungsi produksi yang baru 
menjadi : 
Yt = f(At , Kt , Lt)        (2.3) 
dengan A adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat 
dikatakan tidak melekat dalam model karena tidak tergantung dari masukan 
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modal dan tenaga kerja. Jika diasumsikan perkembangan teknologi meningkat 
secara halus sepanjang waktu (tingkat pertumbuhan tetap), maka fungsi produksi 




β        (2.4) 
dengan g adalah pertumbuhan dari perkembangan teknologi per periode waktu t. 
Representasi ini merupakan penyederhanaan dengan mengabaikan 
kemungkinan terjadi perkembangan teknologi melalui investasi. Sebagai 
tambahan, tenaga kerja dapat juga menjadi lebih terampil sehingga dapat 
menaikkan efisiensi dan dalam kasus ini (seperti juga modal) dianggap bersifat 
tidak homogen. Asumsi lain yang digunakan model ini adalah sistem 
perekonomian berdasarkan pasar berkompetisi sempurna dengan faktor harga 
yang fleksibel serta sumber daya pada kesempatan kerja penuh.  
Dengan mengambil logaritma natural (ln) Persamaan 4 dan kemudian 
dideferensialkanterhadap waktu maka didapat pertumbuhan pendapatan dan 
dinyatakan sebagai: 
yt = g + αkt + βlt        (2.5) 
dengan : 
y  = pertumbuhan pendapatan (misalnya dalam periode satu tahun) 
k   = pertumbuhan stok modal 
l   = pertumbuhan tenaga kerja. 
Huruf kecil  y, k,  dan l di sini menunjukkan tingkat pertumbuhan dari  Y, K dan L. 
Konstanta á dan â menyatakan elastisitas pendapatan terhadap modal dan 
tenaga kerja seperti telah disebut sebelumnya. 
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Berdasarkan model pertumbuhan Neoklasik dengan perkembangan 
teknologi memberi landasan yang cukup untuk menunjukkan adanya faktor yang  
berperan dalam menjelaskan perbedaan pertumbuhan regional. Dengan 
mengubah Persamaan 5 ke dalam model pertumbuhan regional maka akan 
terlihat bahwa perbedaan dapat terjadi karena : 
1. Perbedaan perkembangan teknologi antar wilayah. 
2. Pertumbuhan stok modal yang mungkin berlainan antar wilayah. 
3. Pertumbuhan tenaga kerja dapat juga berlainan antar wilayah. 
Dengan menghilangkan subskrip waktu (t) maka persamaan pertumbuhan 
untuk masing masing wilayah dapat dinyatakan sebagai : 
Yr = gr + αkr + βlr        (2.6) 
dengan r menyatakan wilayah tertentu. Sehingga gr dapat dibaca sebagai tingkat 
perkembangan teknologi di wilayah r yang harganya untuk tiap wilayah dapat  
berlainan (paling tidak untuk jangka pendek). 
Dengan demikian, kesenjangan antar daerah dalam pertumbuhan output 
per pekerja dijelaskan oleh perbedaan regional dalam tingkat kemajuan teknologi 
dan oleh perbedaan regional dalam pertumbuhan rasio modal/tenaga kerja. 
Pengaruh potensial penting pada disparitas pertumbuhan regional adalah migrasi 
faktor antar daerah. Menurut model neoklasik, modal dan tenaga kerja akan 
pindah ke daerah-daerah yang menawarkan tingkat pengembalian tertinggi. 
Produsen akan mencari lokasi yang paling menguntungkan untuk membangun 
pabrik dan mesin mereka sementara pekerja akan tertarik ke daerah-daerah 
yang memiliki upah yang tinggi. Model neoklasik mengasumsikan bahwa tidak 
ada hambatan mobilitas faktor antar daerah dan bahwa ada pengetahuan yang 
sempurna tentang harga faktor di semua wilayah. Oleh karena itu, perbedaan 
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pertumbuhan regional terjadi bukan hanya karena perbedaan regional dalam 
pertumbuhan modal dan tenaga kerja, tetapi juga karena migrasi faktor antar 
daerah. Argumen serupa berlaku untuk pertumbuhan angkatan kerja, yang akan 
tergantung tidak hanya pada laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga di net 
migrasi masuk dari daerah lain. 
Garis besar proses ini diberikan pada Gambar 2.2, yang menunjukkan 
berbagai faktor yang diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan modal, 
tenaga kerja, dan teknologi dalam masing-masing wilayah. 











Sumber : Armstrong & Taylor, 2000 
Menurut model neoklasik, modal dan tenaga kerja akan bergerak 
berlawanan arah : wilayah dengan rasio modal/tenaga kerja yang tinggi akan 























































daerah dengan rasio modal/tenaga kerja yang rendah. Dengan kata lain, daerah 
upah rendah akan menarik modal dan kehilangan tenaga kerja, sedangkan 
daerah upah tinggi akan menarik tenaga kerja dan kehilangan modal. Hal ini 
tidak bisa dijadikan acuan untuk memprediksi apakah pertumbuhan output akan 
lebih tinggi di daerah upah rendah dibandingkan dengan daerah-upah tinggi 
karena ini akan tergantung pada kecepatan modal mengalir ke daerah upah 
rendah relatif terhadap kecepatan tenaga kerja adalah mengalir keluar dari 
daerah tersebut. Jika modal lebih mobile daripada tenaga kerja maka wilayah 
upah rendah akan mengalami pertumbuhan output lebih cepat karena modal 
akan pindah ke daerah-daerah tersebut lebih cepat dari tenaga kerja bergerak 
keluar. 
2.1.2.1.3 Teori Pertumbuhan Endogen 
Model pertumbuhan Solow berpendapat bahwa pertumbuhan output per 
kapita didorong oleh tingkat kemajuan teknologi. Tanpa kemajuan teknologi, tidak 
akan ada pertumbuhan dalam jangka panjang. Tapi karena penyebab kemajuan 
teknologi yang tidak teridentifikasi dalam model Solow, ini berarti bahwa 
penjelasan yang mendasari pertumbuhan tidak terbilang. Teori pertumbuhan 
Endogen berupaya untuk mengatasi kekurangan dalam model Solow dengan 
memberikan penjelasan tentang penyebab kemajuan teknologi. Ekstensi untuk 
model neoklasik ini disebut teori pertumbuhan endogen karena berpendapat 
bahwa kemajuan teknologi itu sendiri ditentukan oleh proses pertumbuhan. Pada 
dasarnya, pengusaha mencari cara untuk membuat keuntungan dan salah satu 
cara untuk melakukannya adalah dengan menghasilkan (dan menjual) ide-ide 
baru. Karena ada insentif laba untuk menghasilkan ide-ide baru tersebut, artinya 
pertumbuhan ekonomi adalah endogen.  
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Ada berbagai pendekatan untuk menjelaskan alasan tingkat kemajuan 
teknologi. Meskipun teori pertumbuhan modern adalah bidang ekonomi yang 
sangat kompleks, unsur-unsurnya dapat dijelaskan paling mudah dengan 
mempertimbangkan model yang dikembangkan oleh Romer (1986; 1990). Model 
ini dimulai dengan amandemen sedikit untuk fungsi produksi yang digunakan 
oleh Solow. Output ekonomi yang diasumsikan ditentukan oleh modal, tenaga 
kerja dan pengetahuan teknologi pekerja sebagai fungsi produksi Solow, namun 
dalam hal ini pengetahuan teknologi diasumsikan melekat pada pekerja itu 
sendiri, sehingga fungsi produksi ditulis sebagai berikut: 
Y = Kα(AL)1-α         (2.7) 
Teori pertumbuhan endogen beranggapan bahwa ilmu pengetahuan 
sebagai sejenis modal. Ilmu pengetahuan adalah input penting ke dalam 
produksi perekonomian baik produksi barang dan jasanya maupun produksi ilmu 
pengetahuan barunya. Tidak tepat jika mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan 
memiliki muatan pengembalian yang kian menurun. Tentu saja inovasi sains dan 
teknologi yang terus meningkat membuat sebagian ekonom berpendapat bahwa 
ada pengembalian ilmu yang meningkat. 
Pada awalnya, teori pertumbuhan endogen berkembang dalam dua 
cabang pemikiran. Pertama, mereka yang percaya bahwa learning-by-doing 
dengan introduksi hal-hal baru (yang bersifat eksternal) dalam perekonomian 
merupakan pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian. Kedua, 
mereka yang percaya bahwa penemuan-penemuan baru adalah sumber utama 
bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua aliran ini sepakat bahwa SDM 
merupakan kunci utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi. 
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Sumber pertumbuhan dalam teori pertumbuhan endogen, baik yang 
didorong oleh learning-by-doing maupun penemuan input baru, terkandung 
dalam kualitas SDM. SDM mempunyai peranyang penting baik dalam 
memanfaatkan eksternafitas yaitu melalui kegiatan learning maupun 
menciptakan eksternalitas melalui sektor R & D yang kompetitif. 
Pengembangan teori pertumbuhan endogen sekaligus meningkatkan 
perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan manusia. Apabila 
pengetahuan baru dan keterampilan terkandung dalam SDM, dan pembangunan 
ekonomi tergantung pada peningkatan teknologi, pengetahuan dan cara-cara 
baru dalam proses produksi, maka keberhasilan pembangunan akan ditentukan 
akumulasi dari kualitas SDM. 
Studi mengenai sumbangan human capital terhadap pertumbuhan terus 
dikembangkan sejalan dengan teori pertumbuhan endogen. Mankiw, Romer dan 
Weil (1992) menyatakan bahwa kualitas SDM menyumbang secara cukup berarti 
bagi pertumbuhan atau kira-kira sama dengan sumbangan modal fisik. Model  
Solow  hanya  dapat  menerangkan  hubungan modal dan angkatan kerja yang 
bekerja saja, sehingga ditambahkan lagi variabel mutu  modal  manusia  untuk  
membantu  menjelaskan  pola  pertumbuhan  ekonomi selain modal dan 
angkatan kerja yang bekerja, yaitu : 
Y =    
    
 
               (2.8)  
Dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga keja, T adalah 
















Sumber : Armstrong & Taylor, 2000 
2.1.2.2 Teori Keynes 
Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah: 
Y = C + I + G + NX        (2.9)  
Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran 
konsumsi, (I) Investasi, (G) adalah Pengeluaran pemerintah dan (NX) adalah net 
ekspor. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari 
waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran 
pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997).  Menurut 
Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah 
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tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi 
kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian (Reksoprayitno, 1985). 
Teori Keynes berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu 
pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, 
akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih 
meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Konsumsi yang dilakukan oleh satu 
orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada 
perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, 
ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan 
membuat perekonomian dapat berjalan secara normal.  
Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut 
campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana 
pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu –
 laizes-faire capitalism (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori 
yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam 
perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan 
mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam 
perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk 
mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh 
pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari 
keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka 
perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, 
agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus 
ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. 
Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah. 
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Teori Keynes mengecam kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong 
tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung 
pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes 
kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian 
kemakmuran yaitu jika masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, 
mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya yang 
kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini 
adalah “peranan pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi 
Klasik.   
Pergerakan aktifitas perkonomian dari tahun ke tahun ditentukan oleh 3 
hal yang dalam perekonomian makro saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu 
produksi, pendapatan dan permintaan. Interaksi ketiganya dapat dinyatakan 
sebagai berikut: 
1. Perubahan permintaan untuk barang menyebabkan perubahan 
produksi; 
2. Perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan; 
3. Perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang. 
Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam 
pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 
pengeluaran. Dari segi pendekatan pengeluaran, Pendapatan nasional adalah 
jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. 
Sektor-sektor tersebut adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor 
pemerintahan dan sektor perdagangan internasional. Pengeluaran sektor rumah 
tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat (C), pengeluaran sektor badan 
usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan (I), pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran 
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pemerintahan (G), sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri 
tercermin dari selisih antara ekspor dan impor Negara yang bersangkutan (X-M). 
Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam 
pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara 
keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda 
dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana 
pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran 
pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka 
pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan 
meningkatkan pengeluaran pemerintah. Suatu penurunan dalam pengeluaran 
pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan 
nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui  proses pengganda 
(multiplier effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika 
perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). 
Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan 
dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi 
pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek 
pengganda akan menciptakan  tambahan lapangan pekerjaan (Kamaluddin, 
1999). 
2.1.2.2.1 Kebijakan Fiskal 
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang 
berkaitandengan pendapatan dan pengeluaran Negara. Tujuan kebijakan fiskal 
adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan 
jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah 
transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah sehingga dapat 
mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. 
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Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan 
penerimaannya.  Apabila keadaan ekonomi sedang resesi atau lesu pemerintah 
memberikan kebijakan yang ekspansif dengan membuat pengeluaran lebih 
besardari pemasukan sebagai stimulus perekonomian. Jika perekonomian mulai 
memanas (Overheating) atau pada kondisi ekspansi kebijakan yang 
dilakukanialah kebijakan yang bersifat kontraktif dengan cara membuat 
pemasukan lebihbesar dari pada pengeluaran lebih untuk menurunkan tekanan 
permintaan.  
Sebelum tahun 1930-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap 
sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai 
berdasarkan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat 
pengaruhnya terhadappendapatan nasioanal. Sebaliknya, pajak juga dianggap 
hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara dan belum diketahui 
pengaruhnya terhadappendapatan nasional. Akibatnya dalam masa dimana 
penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi 
pula. Maka pendapatan nasioanal semakin rendah dan perekonomian semakin 
lesu (Keynes,1936). 
2.1.2.2.1.1 Konsep-Konsep Dasar Kebijakan Fiskal 
a. Kebijakan Fiskal : perubahan-perubahan pada belanja atau penerimaan pajak 
pemerintahan pusat yang dimaksudkan untuk mencapai penggunaan tenaga 
kerja penuh, stabilitas harga, dan laju pertumbuhan ekonomi yang pantas. 
b. Kebijakan Fiskal Ekspansif : peningkatan belanja pemerintah dan/atau 
penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam 
perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk 
domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. 
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c. Kebijakan Fiskal Kontraktif : pengurangan belanja pemerintah dan/atau 
peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam 
perekonomian.  Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. 
d. Efek Pengganda: dalam ilmu ekonomi, peningkatan belanja oleh konsumen, 
perusahaan atau pemerintah akan menjadi pendapatan bagi pihak-pihak lain. 
Ketika orang ini membelanjakan pendapatannya, belanja tersebut menjadi 
pendapatan bagi orang lain dan seterusnya, sehingga menyebabkan terjadinya 
peningkatan produksi dalam suatu perekonomian. Efek pengganda dapat juga 
berdampak sebaliknya ketika belanja mengalami penurunan. 
e. Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran: kebijakan fiskal dapat secara langsung 
memengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat.  
Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi 
perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena 
mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian 
dapat dibelanjakan. 
2.1.2.2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Kebijakan Fiskal 
Kebijakan fiskal yang dilakukan sebagai instrumen utama dalam 
perekonomian selain kebijakan moneter untuk mencapai tujuan yang lebih 
bersifat ekonomi. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan fiskal 
tersebut diantaranya adalah : 
a. Meningkatkan kesempatan kerja. 
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tesedianya kesempatan 
kerja yang luas dan berkurangnyanya jumlah pengangguran.  Hal ini sesuai 
dengan Pasal 27 Ayat 2 yang secara tegas menyatakan bahwa semua warga 
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Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Untuk mencapai hal 
tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, diantaranya melalui 
pengeluaran pemerintah yang diarahkan kepada penyediaan overhead sosial 
dan ekonomi.  Pengeluaran tersebut dapat dijadikan sebagai stimulus untuk 
menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menaikkan efisiensi produktif 
perekonomian dalam jangka panjang. 
b. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional 
Salah satu permasalahan dalam perekonomian nasional adalah ketimpangan 
pendapatan dan kesenjangan antar wilayah.  Oleh karena itu, untuk 
meminimalisir ketimpangan tersebut, kebijakan fiskal dapat digunakan melalui 
pengalokasian prioritas-prioritas pengeluaran pembangunan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena adanya ketimpangan 
pendapatan  yang lebar dapat menciptakan social unrest sehingga dapat 
mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. 
c. Meningkatkan laju investasi 
Peningkatan laju investasi dapat dilakukan oleh sektor privat maupun 
pemerintah. Pemerintah dapat mendorong tingkat investasi melalui pengeluaran 
pada pos-pos anggaran yang berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.  
Peningkatan investasi sektor pemerintah diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi ketika investasi disektor swasta mengalami kelesuan. 
d. Meningkatkan stabilitas ekonomi 
Salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi adalah kondisi ekonomi yang 
stabil. Adanya guncangan baik bersifat eksternal seperti kondisi perekonomian 
global yang tidak stabil, maupun kondisi internal seperti tekanan inflasi harus 
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dapat diantisipasi oleh pemerintah.  Salah satu bentuk antisipasi tersebut adalah 
desain kebijakan fiskal yang harus dapat meningkatkan usaha mempertahankan 
stabilitas ekonomi menghadapi terhadap siklus ekonomi jangka pendek. Selain 
itu, kebijakan fiskal harus diupayakan untuk memantapkan kesinambungan fiskal 
melalui peningkatan kemandirian fiskal (penurunan defisit anggaran) dengan 
cara peningkatan pendapatan negara dan peningkatan efektivitas dan efisiensi 
pengeluaran negara. 
2.1.3  Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah 
Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam 
pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan 
kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas 
hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-
daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga 
ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula 
dampak negatif yang  ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar 
wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan 
stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya 
dipandang tidak adil (Todaro, 2004). 
2.1.3.1 Indikator Ketimpangan Antar Wilayah 
2.1.3.1.1 Indeks Williamson  
Williamson mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang  
mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat 
kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson 
adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan 
per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan per kapita nasional. Jadi, 
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Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Dengan 
demikian, makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin 
besar, dan  sebaliknya. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara 
kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson 
menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari  berbagai  
Negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan, 
Williamson menggunakan data PDB per kapita serta jumlah penduduk dari 
berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat 
perkembangan ekonomi (berdasarkan tingkat PDB) negara-negara tersebut dari 
Kuznets.  
Berdasarkan penggabungan dua perhitungan tersebut, Williamson 
menyatakan bahwa ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan 
nasional dan ketidaksamaan regional. Tingkat ketidaksamaan regional adalah 
sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, 
tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat 
pembangunan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan juga bahwa pada waktu tingkat 
perkembangan perekonomian suatu negara masih rendah, maka tingkat 
kesenjanganpun semakin rendah  (nilai  Indeks  Williamson). Nilai ini terus 
meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin 
tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan 
ekonomi negara makin tinggi, maka nilai indeksnya semakin rendah. Bagi 
negara-negara yang telah maju ternyata nilai indeksnya rendah, seperti negara-
negara yang sangat belum berkembang. Apabila hubungan antara Indeks 
Williamson dengan perkembangan ekonomi digambarkan dengan grafik, maka 
grafik tersebut akan berbentuk huruf U terbalik. Untuk mendapatkan hasil 
pengamatan yang lebih baik, Williamson mengadakan uji dengan menghitung 
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Indeks Williamson Amerika  Serikat dari tahun 1840 pada waktu ekonomi 
Amerika Serikat belum berkembang sampai tahun 1961, setelah Amerika Serikat 
mengalami  perkembangan yang penuh. Ternyata dari pengamatan ini 
Williamson  mendapatkan hasil yang sama, yaitu pada waktu ekonomi AS belum 
berkembang (1848), nilai indeksnya masih rendah (0,279), dan mencapai 
puncaknya pada tahun 1932 sebesar 0,410, lalu menurun terus dan pada 
akhirnya pada tahun 1961 setelah ekonomi AS berkembang, nilai indeksnya 
menjadi 0,192 (Williamson, dalam Heppi Yana Syateri, 2005). Jadi, dari hasil 
pengamatan Williamson dapat diambil kesimpulan bahwa ketidaksamaan 
regional adalah meningkat selama tahap awal pembangunan, sedangkan pada 
pertumbuhan yang matang akan menghasilkan pemusatan regional atau 
pengurangan perbedaan. 
Untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan 
indeks ketimpangan regional (regional inequality) yang dinamakan indeks 
ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 2008). 
   
              
 
        (2.10) 
Dimana :  
IW  = Indeks Williamson  
Yi  = PDRB per kapita (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)  
Y  = PDRB per kapita (propinsi)  
fi  = Jumlah penduduk (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)  
n  = Jumlah penduduk (propinsi)  
Nilai indeks Williamson terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut : 
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a. Indeks  > 1, ketimpangan sangat tinggi 
b. Indeks 0.7 - 1, ketimpangan tinggi 
c. Indeks 0.4 - 0.5, ketimpangan menengah 
d. Indeks  <  0.3, ketimpangan rendah 
2.1.4 Investasi  
Investasi merupakan penanaman modal untuk membangun suatu proyek 
baru maupun penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk 
menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada 
supaya menambah jumlah produksi. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan 
menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar 
karena dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin 
banyak membutuhkan angkatan kerja yang bekerja (Sukirno,2000).  
Salah satu faktor untuk menaikan pembangunan daerah adalah dengan 
tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam 
pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi 
suatu bangsa. Salah satu dari ciri negara sedang berkembang adalah tidak 
adanya modal yang mencukupi untuk pembangunan. 
Teori Rostow mengatakan pembangunan akan lebih mudah tercapai 
apabila jumlah tabungan ditingkatkan. Apabila tabungan naik maka tingkat 
investasi juga akan ikut naik dan pertumbuhan ekonomi akan cepat tercapai yang 
dicerminkan dalam kenaikan pendapatan nasional.  
Smith menyatakan untuk meningkatkan output maka unsur produksilah 
yang paling berpengaruh. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output sangat 
tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (Arsyad,1999).  
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Menurut Todaro (2003), pertumbuhan merupakan fungsi dari investasi, 
hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan hal 
yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Semakin besar investasi 
maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang dicapai. Sebaliknya semakin 
tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar pendapatan yang dapat ditabung 
dan investasi akan meningkat, ini merupakan investasi fungsi dari pertumbuhan 
ekonomi. 
Pada Penelitian ini digunakan data distribusi kredit investasi pada 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kredit investasi adalah kredit jangka 
menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-
barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian 
proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk 
pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang 
dibiayai. Jadi Kredit Investasi merupakan kredit Bank jangka panjang (artinya : lebih 
dari satu tahun saat jatuh tempo). Dipergunakan untuk membiayai pengadaan fix 
asset (pendukung operasional usaha); proyek; trial RND yang pembebanannya di 
accrued (didistribusikan) dalam lebih dari satu tahun. Pencairan sekaligus dalam 
jumlah yang di minta, dan pelunasan bertahap periodik (umumnya bulanan), dasar 
pembebanan bunga per periodik angsuran serara flat atau menurun tergantung 
perjanjian. 
2.1.4.1 Hubungan Investasi Dengan Ketimpangan Pembangunan 
 Pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang 
menentukan pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi 
di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan 
masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-
kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan terpusatnya modal (investasi) di suatu 
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wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi dianggap sebagai salah satu 
faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau 
pertumbuhan ekonomi (Armstrong dan Taylor,2000). 
2.1.5   Angkatan Kerja yang Bekerja  
Menurut Sukirno (2000), menyatakan penduduk merupakan faktor penting 
dalam peningkatan produksi dan kegiatan ekonomi karena dalam penyediaan 
lapangan kerja, tenaga ahli dan usahawan diperoleh dari  penduduk itu sendiri.  
Jumlah angkatan kerja yang bekerja secara tradisional merupakan faktor 
positif dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak 
angkatan kerja yang bekerja maka semakin besar juga tingkat produksi yang 
dihasilkan dan berimbas kepada naiknya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
penduduk yang tinggi juga membuka potensi pasar yang besar apabila dapat 
dimanfaatkan dengan baik (Arsyad,1999).  
Angkatan kerja yang bekerja adalah seluruh jumlah penduduk yang 
tergolong usia kerja (15 tahun sampai dengan 64 tahun) yang telah mendapatkan 
pekerjaan.  
2.1.5.1 Hubungan Angkatan Kerja yang Bekerja Dengan Ketimpangan 
Pembangunan 
Salah satu penyebab ketimpangan wilayah adalah perbedaan kondisi 
geografis antar wilayah. Menurut Sjafrizal (2008), kondisi demografis suatu 
wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, 
perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi 
ketenagakerjaan dan perbedaan etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat daerah 
yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap besarnya 
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produktivitas dari suatu daerah. Daerah yang memiliki kemampuan demografis 
yang baik akan mampu memiliki produktivitas yang tinggi. Tingkat orang yang 
bekerja berpengaruh terhadap produktivitas suatu daerah, semakin tinggi tingkat 
orang yang bekerja di suatu daerah akan menyebabkan produktivitas daerah 
tersebut lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat jumlah orang yang bekerja 
yang lebih sedikit. Sehingga perbedaan dalam tingkat jumlah angkatan kerja 
yang bekerja antar daerah akan menyebabkan angka ketimpangan 
pembangunan semakin tinggi. 
2.1.6   Modal Manusia (Pendidikan)   
Investasi modal manusia adalah pengaruh pendidikan formal terhadap 
tingkat pertumbuhan ekonomi, maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan 
formal yang diperoleh seseorang maka akan meningkatkan produktifitas kerja 
orang tersebut. Hal ini berarti sejalan dengan teori Human Capital Investment, 
bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena 
pendidikan berperan dalam peningkatan produktifitas angkatan kerja yang 
bekerja.  
Peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam waktu 
yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal  manusia 
pada dasarnya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga 
diperhitungkan rate of return (manfaat) dari investasi pada modal manusia. Bila 
seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisis biaya 
manfaat terlebih dahulu (Hastarini,2005). 
Menurut Ramirez (1998), ada hubungan timbal balik antara Human Capital 
Investment dan pertumbuhan ekonomi (two-way relationship). Hubungan yang 
dimaksud adalah :  
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1. Pertumbuhan ekonomi ke Human Capital Investment   
GNP mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui rumah tangga 
dan pemerintah.  
2. Human Capital Investment ke pertumbuhan ekonomi  
Ada fakta menarik tentang hubungan ini, yaitu masyarakat yang berpendidikan 
akan berkontribusi dalam menyokong pertumbuhan ekonomi. Tingginya 
pendidikan manusia akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan dan 
kapabilitas masyarakat. Pendidikan pada diri seseorang dapat meningkatkan 
kemampuan dalam memperoleh dan menggunakan informasi dan memperoleh 
pemahaman akan perekonomian serta memberikan pilihan apakah seseorang 
ingin menjadi konsumen, produsen atau menjadi warga negara biasa. Secara 
tidak langsung pendidikan juga bepengaruh dalam pemenuhan kebutuhan 
pribadi seseorang dengan cara  meningkatkan produktivitas sehingga akan 
mencapai standar hidup yang lebih baik. Angkatan kerja yang bekerja, modal 
fisik dan tanah dapat mengalami diminishing return sedangkan ilmu pengetahuan 
tidak bisa. Jadi investasi modal manusia merupakan faktor utama dalam 
peningkatan produktifitas faktor produksi secara total (Kuncoro,2004).  
Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas inovasi 
pengetahuan dalam perekonomian sehingga akan muncul teknologi baru, produk 
baru dan proses produksi baru. Munculya sesuatu yang baru dan lebih 
bermanfaat akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 
Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. Apabila pada suatu negara tingkat pendidikanya memiliki jenjang 
secara baik maka penduduknya akan memiliki kualitas pendidikan yang baik, 
sehingga akan mendorong penemuan baru yang dapat meningkatkan 
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produktifitas individu maupun perusahaan. Dalam rangka memacu pertumbuhan 
ekonomi maka perlu adanya pembangunan modal manusia yang merata  baik di 
Jawa Timur maupun Indonesia. 
Penelitian ini akan mengaitkan Modal Manusia diproksi dengan tingkat 
pendidikan, yaitu jumah penduduk laki-laki dan perempuan yang telah 
menamatkan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi. 
2.1.6.1 Hubungan Modal Manusia Dengan Ketimpangan Pembangunan 
 Modal manusia merupakan salah satu modal yang dapat disejajarkan 
dengan modal fisik atau sumberdaya alam dalam menciptakan output di suatu 
daerah. Oleh karena itu posisi peningkatan modal manusia sangat strategis 
dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tingkat aspek modal manusia 
pada tiap-tiap daerah menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan 
pembangunan (Armstrong dan Taylor,2000). 
2.1.7 Pajak 
Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak 
Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dan pembangunan daerah. Dalam perkembangannya, pajak daerah tidak 
hanya meliputi pungutan daerah menurut peraturan pajak daerah saja, namun 
juga meliputi pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi 
dipungut juga oleh daerah dan hasil-hasilnya menjadi hak daerah atau pajak 
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negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Kedua jenis pajak 
tersebut di dalam nota keuangan APBD propinsi dan kabupaten digolongkan 
sebagai pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Dari sudut pandang Davey (1988), pajak daerah dapat meliputi antara 
lain: 1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari 
daerah sendiri. 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi 
penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 3. Pajak yang ditetapkan 
dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. 4. Pajak yang dipungut dan 
diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan 
kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh 
Pemerintah Daerah. Dalam APBD keempat penggolongan pajak daerah tersebut 
dimasukkan sebagai pendapatan daerah sendiri, dengan pemilahan, untuk 
pengertian pada satu, dua, dan tiga digolongkan sebagai pajak daerah 
kabupaten (masuk sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan 
untuk pengertian bagi hasil pajak, disini termasuk juga penerimaan bagi hasil 
pajak yang diterima dari provinsi. Sejalan dengan penggolongan di atas, maka 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan yang 
sepenuhnya menjadi hak daerah dan dikelola sendiri oleh daerah, sehingga 
pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, dapat diartikan pula sebagai 
pajak yang hasil-hasilnya secara penuh menjadi hak daerah dan dikelola sendiri 
oleh pemerintah daerah. 
Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah: 
Pajak Provinsi terdiri atas: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
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b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 
Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
2.1.7.1 Hubungan Pajak Dengan Ketimpangan Pembangunan 
 Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan 
pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak 
membutuhkan biaya (Kaho, 1997;61; Suparmoko, 2002:16). Sehubungan 
dengan keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat 
melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup 
untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan 
pembangunan. Sehubungan hal tersebut, daerah hendaknya memilki 
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kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan 
mengembangkan potensi sumber keuangan sendiri. Pajak daerah merupakan 
penyumbang utama pendapatan daerah pada APBD suatu daerah, dan dengan 
diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah 
dapat lebih menggali dan meningkatkan kemampuan serta potensi pajak yang 
dimiliki. Kemudian selain itu untuk lebih memberikan stimulus-stimulus bagi 
daerah yang kurang maju/tertinggal yang mengalami kelesuan perekonomian, 
pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiscal ekspansif dimana pada daerah 
tersebut diberikan tariff pajak yang rendah sehingga dapat terjadi efek 
pengganda pajak, yaitu ketika tariff pajak rendah maka pendapatan yang bisa 
dibelanjakan akan tinggi dan berdampak pada peningkatan konsumsi, kemudian 
pendapatan (Y) akan meningkat yang diikuti oleh pengeluaran konsumsi, dan 
begitu seterusnya. Sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan 
berkurang. 
2.1.8 Pengeluaran Pemerintah 
 Pengeluaran Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen 
kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan 
kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan 
yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja 
pembangunan. 
Menurut Basri dan Subri (2003), pengeluaran pemerintah itu sangat 
bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan 
ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang. 
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2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat. 
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan 
datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas 
dan menyebarkan daya beli yang luas. 
Kunarjo (1996) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah 
berperan dalam untuk mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan 
penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. 
Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan 
daerah harus ditingkatkan. Hal ini  berarti bahwa pemerintah harus dapat 
menggali sumber-sumber penerimaannya yang sebahagian besar berasal dari 
pajak. 
Walaupun secara keseluruhan pengeluaran pemerintah sangat penting 
dalam sumbangannya terhadap pendapatan, tetapi yang lebih penting lagi 
adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah tersebut. Komposisi 
dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari 
pembangunan daerah. Dengan komposisi dari pengeluaran tersebut akan 
terjawab suatu pertanyaan yaitu pengeluaran mana yang kiranya lebih 
diprioritaskan apakah pengeluaran rutin harus lebih besar dari pengeluaran 
pembangunan atau sebaliknya. 
2.1.8.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dengan Ketimpangan 
Pembangunan 
Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang 
dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk 
keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan 
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(Sukirno, 2002). Secara normatif, belanja pembangunan atau belanja publik 
diusahakan lebih besar proporsinya dibandingkan dengan belanja aparatur atau 
belanja rutin. Karena dengan lebih besarnya belanja publik akan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah yang tercermin 
melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar 
pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada 
daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikan perekonomian 
melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber 
daya yang ada, namun apabila besaran pengeluaran pemerintah tidak merata 
antar daerah maka akan menyebabkan peningkatnya ketimpangan 
pembangunan. 
2.2   Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 
No Judul dan Nama 
Penulis 
 











2013, Vol. II, 
No.03) 











menggunakan data panel 
dengan metode Random 
Effect. Variabel terikat: 
ketimpangan 
pembangunan. 
Variabel bebas: investasi, 




Terdapat 5 dari keseluruhan 10 
propinsi di Sumatera yang 
memiliki indeks ketimpangan 
yang lebih besar dari rata-rata 
Sumatera. Hasil estimasi 
menunjukkan pengaruh yang 
signifikan antara investasi, 
aglomerasi dan sumber daya 
alam terhadap ketimpangan 




No Judul dan Nama 
Penulis 
 












Metode analisis regresi 
berganda. Variabel terikat: 
ketimpangan 
pembangunan antar 
daerah. Variabel bebas: 
investasi swasta perkapita 
(X1), ratio angkatan kerja 




ketahui bahwa hasil investasi 
swasta perkapita (X1) 
menunjukkan t hitung sebesar -
2,362, variabel ratio angkatan 
kerja (X2) menunjukkan t hitung 
sebesar -2,128, variabel alokasi 
dana pembangunan perkapita 
(X3) menunjukkan t hitung 
sebesar 7,184 dengan angka 
signifikansi lebih kecil 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel bebas secara parsial 
dan signifikan berpengaruh 
terhadap ketimpangan pe-
mbangunan ekonomi di 
Provinsi Jawa Tengah. 
Nilai F hitung sebesar 1,899, 
dengan angka signifikansi 
sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) 
sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ketiga variabel 
independen yaitu investasi 
swasta perkapita, ratio 
angkatan kerja, dan alokasi 
dana pembangunan perkapita 
secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap ketim-
pangan pembangunan ekonomi 
di Provinsi Jawa Tengah. 
Ketimpangan pembangunan 
ekonomi di Provinsi Jawa 
Tengah dapat dijelaskan oleh 
variasi dari ketiga variabel 
independen yaitu investasi 
swasta perkapita, ratio 
angkatan kerja, dan alokasi 
dana pem-bangunan perkapita 
sebesar 93,7 persen 
sedangkan sisanya sebesar 6,3 
persen dijelaskan faktor-faktor 
lainnya di luar model. 







di Provinsi Bali”. 
Dalam Jurnal 
Ekonomi dan 
Sosial Volume 2 
Nomor 1. 
Regresi Data Panel. 
Variabel terikat: Indeks 
ketimpangan Williamson. 
Variabel bebas: Alokasi 
investasi, Jumlah 








Variabel alokasi investasi, 
Jumlah penduduk yang bekerja, 
Tingkat pendidikan (SLTA) 
berhubungan signifikan dan 
positif. Sehingga terjadi 
divergensi dalam disparitas 
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Vol. 1, Nomor 4. 
Analisis  yang  
digunakan adalah indeks 
wiliamson, hipotesis 
Kuznets, dan regresi 




bebas: PDRB, PAD,  DAU,  
dan  IPM. 
PAD  dan  IPM  berpengaruh  
negatif  terhadap  ketimpangan 
pembangunan. Sedangkan  
untuk PDRB dan  DAU  tidak  
diketahui pengaruhnya 
dikarenakan tidak memenuhi 
syarat dalam uji asumsi klasik. 














Volume : 04. No. 
03, Januari - 
Juni 2012. 
Metode analisis yang 
digunakan meliputi 
Analisis Regresi, Analisis 
Klassen Typology 
Pertumbuhan Ekonomi, 
dan ketimpangan Indeks 
Williamson. 
Variabel terikat : 
ketimpangan pem-
bangunan. 
Variabel bebas : 
Pengeluaran Pemerintah, 
Pertumbuhan Penduduk, 
dan Investasi Swasta. 
Nilai koefisien determinasi (R2) 
sebesar 0,570, hasil juga 
menunjukkan bahwa 
Pertumbuhan Penduduk (X2) 
dan Investasi Swasta (X3) 
berpengaruh signifikan positif 
terhadap ketimpangan Daerah 
di Provinsi Bengkulu. 
Sementara itu pengeluaran 
pemerintah (X1) tidak 
berpengaruh signifikan. 
Sumber : Berbagai Sumber, diolah 
2.3 Kerangka Pikir 
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan  di  muka,  maka  




















Sumber : Berbagai Sumber, diolah 
 Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan kapasitas 
produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau 
berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan 
dan output nasional yang semakin lama semakin besar (Todaro, 2004). Menurut 
Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi 
dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah, yang 
dapat ditunjukkan salah satunya melalui Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Per Kapita wilayah tersebut, namun perbedaan pertumbuhan ekonomi 
antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya akan menimbulkan 
permasalahan ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan. Menurut teori 

















Teori Neoklasik Teori Keynes 
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pembangunan antar wilayah, yaitu adanya perbedaan pertumbuhan modal antar 
wilayah, perbedaan pertumbuhan tenaga kerja antar wilayah dan perbedaan 
pertumbuhan teknologi antar wilayah. Pertumbuhan teknologi dapat terjadi 
dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya melalui tingkat 
pendidikan (Armstrong dan Taylor, 2000). Sedangkan menurut Keynes, solusi 
untuk menerobos hambatan perekonomian adalah dengan campur tangan dari 
sektor publik dan pemerintah, hal ini berkaitan erat dengan kebijakan fiskal yang 
dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan mengenai anggaran 
pendapatan dan pengeluaran daerah. Sehingga pada penelitian ini diduga 
terdapat 5 variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan 
antar wilayah yang terjadi di Jawa Timur yaitu variabel kredit investasi, angkatan 
kerja yang bekerja, modal manusia (pendidikan), pajak dan pengeluaran 
pemerintah. 
2.4 Hipotesis 
Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diajukan hipotesis sebagai 
berikut:  
H1:  Diduga variabel kredit investasi berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan pembangunan antar wilayah;  
H2: Diduga variabel angkatan kerja yang bekerja berpengaruh signifikan 
terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah;  
H3: Diduga variabel modal manusia (pendidikan) berpengaruh signifikan 
terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah; 
H4: Diduga variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 
pembangunan antar wilayah. 
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H5: Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 





3.1 Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam menjawab 
permasalahan adalah kuantitatif. Pembahasan akan mengacu pada hasil 
observasi lapangan yang kemudian dipaparkan secara sistematis dan faktual. 
Selanajutnya digunakan metode analisis data untuk menjawab permasalahan 
yang telah dirumuskan. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Tempat penelitian akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur yang terdiri 
dari 38 Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan jangka waktu penelitian yang akan 
dilakukan yaitu tahun 2009 hingga 2013. 
 
3.3   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
3.3.1   Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan enam variabel, yaitu lima variabel 
independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian 
ini meliputi kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja, modal manusia 
(pendidikan), pajak dan pengeluaran pemerintah. Satu variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah.  
3.3.2   Definisi Operasional Variabel 




1. Kredit Investasi 
Kredit Investasi pada penelitian ini didapatkan dari data penyaluran kredit 
investasi oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Satuan yang 
digunakan adalah rupiah. 
2.  Angkatan kerja yang bekerja 
Angkatan kerja yang bekerja pada penelitian ini didapatkan dari data 
angkatan kerja berusia 15-64 tahun yang telah mempunyai pekerjaan dan 
berperan aktif dalam proses perekonomian wilayah. Satuan yang digunakan 
adalah jiwa. 
3.  Modal Manusia (Pendidikan) 
Modal Manusia dalam penelitian ini diproksikan dengan tingkat 
pendidikan, yaitu jumlah angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan yang 
telah menamatkan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Satuan yang digunakan 
adalah jiwa. 
4. Pajak 
Pajak dalam penelitian ini menggunakan data pajak pada pos 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam APBD masing-masing 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Satuan yang digunakan adalah rupiah. 
5. Pengeluaran Pemerintah 
Pengeluaran Pemerintah dalam penelitian ini menggunakan data total 
belanja langsung dan tidak langsung pada pos belanja pemerintah yang tertuang 
dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Satuan yang 
digunakan adalah rupiah. 
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6.  Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah 
Ketimpangan pembangunan antar wilayah disebabkan oleh ketidakseim-
bangan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan indeks Williamson dalam 
menentukan besar ketimpangan pembangunan antar wilayah pada Provinsi Jawa 
Timur. 
3.4   Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data 
sekunder. Adapun data yang digunakan adalah:  
1. Data laju pertumbuhan ekonomi per Kabupaten/Kota Jawa Timur atas 
dasar harga konstan tahun 2009 sampai 2013. 
2. Data PDRB ADHK per kabupaten/kota Jawa Timur atas dasar harga 
konstan tahun 2009 hingga 2013. 
3. Data PDRB per kapita per kabupaten/kota Jawa Timur atas dasar harga 
konstan tahun 2009 hingga 2013. 
4. Data jumlah penduduk per kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2009-2013. 
5. Data jumlah laki-laki dan perempuan yang telah menamatkan pendidikan 
hingga perguruan tinggi per Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2009-
2013. 
6. Data  kredit investasi per Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2009-2013. 
7. Data jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang bekerja pada 
Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2009-2013. 
8. Data APBD kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur 2009-2013. 
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Sumber data dalam penelitian ini secara umum diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan Bank 
Indonesia Provinsi Jawa Timur. 
3.5   Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara dokumentasi, yaitu 
pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis 
yang  berhubungan dengan masalah penelitian dari berbegai sumber antara lain 
buku-buku, koran dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 
3.6   Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode data 
panel. Analisis data panel merupakan kombinasi dari deret waktu (time-series)  
dan kerat lintang (cross-section).   
3.6.1   Estimasi Model Regresi 
Penelitian ini meggunakan alat analisis regresi panel untuk mengetahui 
besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (independent variabel) terhadap 
variabel terikat (dependent variabel). Model ini meggunakan data kombinasi time-
series dan cross-section.  
Estimasi panel data adalah gabungan dari data Cross Section dan Time 
Series.  Dimana regresi dengan menggunakan panel data memberikan beberapa 
keunggulan dibadingkan dengan menggunakan pendekatan standart Cross 
section atau standart Time Series. Adapun beberapa keunggulan dengan 
menggunakan panel data diantaranya : 
1. Dapat mempertimbangkan heterogenitas dengan memperkenalkan variabel-
variabel  individu spesifik. 
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2. Dapat memberikan peneliti jumlah pemetaan yang besar, meningkatnya 
Degree of Freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang 
besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel dependen sehingga akan 
menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. 
3. Panel data lebih sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan. 
4. Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat 
diberikan hanya oleh data Cross Section dan Time Series saja 
5. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi 
perubahan dinamis dibandingkan dengan data cross section. 
Model yang digunakan dalam penelitian ini secara spesifikasi adalah 
model pertumbuhan ekonomi Neoklasik Solow dan Keynesian. 
Berikut fungsi pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran agregat oleh 
model Neoklasik : 
 Y = f (K, L, A)         (3.1) 
Dimana K adalah kapital, L adalah angkatan kerja yang bekerja dan A adalah 
kemajuan teknologi. 
 Kemudian fungsi pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat oleh 
model Keynesian : 
Y = C + I + G + NX        (3.2) 
Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan dalam model berikut : 






Y  = Ketimpangan Pembangunan Wilayah (indeks Williamson) 
i  = Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 
t  = Waktu (2009 hingga 2013) 
α  = Konstanta 
β1-β5  = Koefisien 
X1  = Kredit Investasi (rupiah) 
X2  = Angkatan kerja yang bekerja (jiwa) 
X3  = Modal Manusia (Pendidikan) (jiwa) 
X4 = Pajak (rupiah) 
X5  = Pengeluaran Pemerintah (rupiah) 
     = Error Term 
3.6.2   Analisis Data Panel 
Ada tiga macam pendekatan dari model data panel, yaitu pendekatan 
Common Effect Method (CEM), pendekatan Fixed Effect Method (FEM), 
pendekatan Random Effect Method (REM). 
3.6.2.1 Pendekatan Common Effect Method (CEM) 
Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah 
dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data 
yang berbentuk pool. Contoh dalam persamaan berikut: 
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Yit = α +    
 
βj +  it        (3.4)  
Untuk i = 1, 2, ...., N dan t = 1, 2, ...., T 
N adalah jumlah unit cross section (individu) dan T adalah jumlah periode 
waktunya. Dengan mengasumsikan komponen error dalam pengolahan kuadrat 
terkecil biasa, maka dapat dilakukan proses estimasi secara terpisah untuk 
setiap unit cross section. Untuk periode t = 1, akan diperoleh persamaan regresi 
cross section sebagai berikut : 
YiI = α +    
 
βj +  iI        (3.5) 
Untuk i = 1, 2, ....., N 
Hal ini akan berimplikasi diperolehnya persamaan sebanyak T persamaan 
yang sama. Begitu juga dengan sebaliknya, kita juga dapat memperoleh 
persamaan deret waktu (time series) sebanyak N persamaan untuk setiap T 
observasi.  Namun, untuk mendapatkan parameter α dan β yang konstan dan 
efisien, akan dapat diperoleh dalam bentuk regresi yang lebih besar dengan 
melibatkan sebanyak NT observasi.  
3.6.2.2 Pendekatan Fixed Effect Method (FEM) 
Dalam pendekatan kuadrat terkecil kesulitan yang timbul adalah asumsi 
intersep dan slope dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar 
daerah maupun antar waktu. Generalisasi secara umum yang sering dilakukan 
adalah memasukan dummy variable untuk mengizinkan terjadinya perbedaan 
nilai  parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar 
waktu.  Pendekatan efek tetap ini akan menyoroti nilai intersep yang mungkin 
saja bisa berbeda-beda antara unit cross section . 
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Pada model pendekatan efek tetap ini menambahkan sebanyak (N-1) 
variabel dummy (  ) ke dalam model dan menghilangkan satu sisanya untuk 
menghindari kolinearitas sempurna antar variabel penjelas. Keputusan 
memasukan variabel dummy ini harus didasarkan pada pertimbangan statistik 
karena dengan melakukan penambahan variabel dummy ini akan dapat 
mengurangi degree of freedom yang nanti pada akhirnya akan mempengaruhi 
keefisienan dari paramater yang diestimasi. 
3.6.2.3 Pendekatan Random Effect Method (REM) 
Pada pendekatan efek tetap, keputusan untuk memasukan variabel 
dummy dalam model efek tetap akan menimbulkan konsekuensi (trade off). 
Penambahan variabel boneka akan dapat mengurangi banyaknya derajat 
kebebasan (degree of freedom) yang nanti pada akhirnya akan mengurangi 
efisiensi parameter diestimasi. Berkaitan dengan hal ini, dalam model data panel 
dikenal pendekatan ketiga, yaitu model random acak (random effect). Dalam 
model ini, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu 
dimasukan kedalam error.  
Penggunaan model ini akan dapat menghemat pemakaian derajat 
kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model 
efek tetap. Keputusan penggunaan model efek tetap ataupun efek acak 
ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman. 
Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan nilai Chi 




3.  Apabila N besar dan T kecil, serta asumsi yang mendasari  Random Effect 
dapat terpenuhi, maka Random Effect lebih efisien dibanding dengan Fixed 
Effect. 
3.6.2.4 Uji Chow 
Uji Chow adalah adanya perubahan struktural maka nilai parameter 
estimasi tidak sama dalam periode penelitian. Sehingga menyebabkan 
perbedaan dalam intersep atau slope atau kemungkinan adanya perbedanaan 
intersep maupun slope dalam garis regresi. Gregory C. Show, mengembangkan 
sebuah uji dengan menggunakan uji statistic  F3 dengan asumsi eitt≈N (0,  
 2) dan 
e2tn ≈N(0,  
 2) variable e mempunyai distribusi normal dan variable gangguan 
homoskedastisitas dan tidak saling berhubungan (Ekonometrika teori dan 
apilkasi, Agus Widarjono :16). 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel 
dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variable 
dummy, dengan melihat residual sum of squared atau RSS. Adapun uji F statistik 
adalah sebagai berikut: 
   
           
    
     
        (3.6) 
Dimana  
      : residual sum of squared teknik tanpa variable dummy (commons effect) 
     : resudal sum of squared teknik dengan variable dummy (fixed effect) 
M : numerator 
n-k : denumerator 
Hipotesis pada uji Chow adalah: H0 = Common Effect Method (CEM) 
 H1 = Fixed Effect Method (FEM) 
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Apabila Prob. Cross-section F kurang dari 5% artinya menolak H0, 
sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Method (FEM), 
dan apabila Prob. Cross-section F lebih dari 5% artinya menerima H0, sehingga 
model yang paling tepat digunakan adalah Common Effect Method (CEM). 
3.6.2.5 Uji Hausman  
Pemilihan model antara Fixed Effect (efek Tetap) dan Random Efect 
(Efek Acak) dilakukan dengan menggunakan uji Hausman. Uji Hausman 
merupakan salah satu bentuk chi-square test dan dilakukan berdasarkan bentuk 
kuadrat dan selisih antara konsekuen estimator dengan efisien estimator. Pada 
model analisis panel data dengan efek tetap diperlukan estimator yang konsisten. 
Sedangkan pada model analisis panel data dengan efek acak diperoleh estimator 
yang efisien. Untuk itu dilakukan uji hipotesa apakah efek individu tidak 
berkorelasi atau berkorelasi dengan variable bebas. 
Hipotesis: 
H0 : model efek random 
H1 : model efek tetap 
Statistik Uji Hausman dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai 
berikut: 
      
                     
                (3.7) 
Dimana: 
    : estimator metode efek random 
    : estimator metode efek tetap 
    : matriks koefisien kovarian pada metode efek random 
    : matrik koefisien kovarian pada metode efek tetap 
  : derajat bebas (jumlah parameter) 
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Apabila Prob. Cross-section Random kurang dari 5% artinya menolak H0, 
sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Method (FEM), 
dan apabila Prob. Cross-section Random lebih dari 5% artinya menerima H0, 
sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect Method 
(REM). 
3.6.3 Uji Asumsi Klasik 
Regresi data panel memberikan alternatif model, Common Effect, Fixed 
Effect dan Random Effect. Model Common Effect dan Fixed Effect menggunakan 
pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan 
Random Effect menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik 
estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan 
pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Autokorelasi, 
Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak 
semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan 
pendekatan OLS. 
Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi 
pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) tidak perlu 
dilakukan. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan 
lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak 
mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas timbul apabila nilai residual 
dari model tidak memiliki varians yang konstan. Artinya, setiap observasi 
mempunyai reliabilitas yang berbeda-beda akibat perubahan kondisi yang 
melatarbelakangi tidak terangkum dalam model (Kuncoro, 2011). Gejala ini 
sering terjadi pada data cross section (Gujarati, 2012), sehingga sangat 
dimungkinkan terjadi heterokedastisitas pada data panel. Implikasi terjadi 
autokorelasi dan heterokedastisitas pada data panel dapat diperbaiki dengan 
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model Cross-section SUR. Apabila model data panel mengalami 
heterokedastisitas tanpa autokorelasi dapat diatasi dengan model Cross-section 
Weight. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier 
Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini 
sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. 
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data 
panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya 
multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. 
3.6.3.1 Uji Multikolinearitas  
Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang 
baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. 
Multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki korelasi 
yang tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu variabel 
independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Hal ini 
disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan variabel 
pasangannya karena korelasi yang tinggi. 
Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari 
variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80 maka terdapat 
multikolinearitas (Gujarati, 2006). 
3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 
Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena 
itu pada model data panel perlu memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased 
Estimator) atau terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang 
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terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik 
adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya 
konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak 
tercapai, dengan kata lain dimana adalah varians dari eror yang berbeda tiap 
periode waktu. 
Dampak adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses 
estimasi, sementara hasil estimasinya tetap konsisten dan tidak bias. Eksistensi 
dari masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil Uji-t dan Uji-F menjadi 
tidak berguna (miss leanding). 
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi 
heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan 
menggunakan White Heteroskedasticity Test pada consistent standard error & 
covariance. Hasil yang diperlukan dari hasil uji ini adalah nilai Prob. Obs*R-
squared, dengan hipotesis sebagai berikut: 
H0: Homoskedasticity 
H1: Heteroskedasticity 
Apabila probabilitas Obs*R-squaresnya kurang dari 5% maka H0 ditolak 
atau terjadi masalah heteroskedastisitas, sedangkan apabila probabilitas Obs*R-







3.6.4   Uji Signifikasi 
3.6.4.1 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menunjukan besarnya 
perubahan yang tersaji diakibatkan oleh variabel lainnya. Koefisien ini nilainya 
antara nol (0) sampai dengan satu (1). Koefisien determinasi digunakan untuk 
mengetahui persentase besarnya keterkaitan antara variabel independen (X) 
terhadap variabel dependen (Y).  
3.6.4.2 Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 
independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh 
variabel independen terhadap dependen maka dapat dibuat hipotesis sebagai  
berikut : 
1.  Ho :  1 > α, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel kredit investasi 
terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah. 
H1 :  1 ≤ α, terdapat pengaruh signifikan variabel kredit investasi terhadap 
variabel ketimpangan pembangunan wilayah. 
2.  Ho :  2 > α, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel angkatan kerja yang 
bekerja terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah. 
H2 :  2 ≤ α, terdapat pengaruh signifikan variabel angkatan kerja yang bekerja 
terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah. 
3. Ho :  3 > α, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel modal manusia 
(pendidikan) terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah. 
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H3 :  3 ≤ α, terdapat pengaruh signifikan variabel modal manusia (pendidikan) 
terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah. 
4. Ho :  4 > α, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pajak terhadap variabel 
ketimpangan pembangunan wilayah. 
H4 :  4 ≤ α, terdapat pengaruh signifikan variabel pajak terhadap variabel 
ketimpangan pembangunan wilayah. 
5. Ho :  5 > α, tidak terdapat pengaruh signifikan variabel belanja modal 
pemerintah terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah. 
H5 :  5 ≤ α, terdapat pengaruh signifikan variabel belanja modal pemerintah 
terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah. 
3.4.4.3 Uji Simultan (uji F) 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 
secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan F hitung 
dengan F tabel. Pada signifikan 5% kriteria pengujian yang digunakan adalah : 
1. Jika Prob F-statistik ≤ α maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya variabel 
independen secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel dependen. 
2. Jika Prob F-statistik > α maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Studi 
Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0o hingga 114,4o bujur timur dan 
7,12o hingga 8,48o lintang selatan. Provinsi Jawa Timur merupakan suatu 
provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa 
Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 
 Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan beberapa daerah, disebelah 
utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau lebih tepatnya berbatasan 
dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau 
Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudra Hindia 
dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. 
 Jawa Timur mempunyai luas 48.258 km2 merupakan provinsi yang 
memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa. Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian 
utama yaitu Jawa Timur daratan dan kepulauan Madura. Luas Wilayah Jawa 
Timur daratan sebesar 88,74 persen atau sebesar 42.826 km2, sementara luas 
kepulauan Madura sekitar 11,26 persen atau sebesar 5.432 km2. 
 Secara administratif Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 38 
Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Berikut adalah 






Tabel 4.1: Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Administrasi Jawa Timur  
 Tahun 2013 








Perkotaan Pedesaan Total 
Kabupaten 
01 Pacitan 1434 12 22 149 171 
02 Ponorogo 1425 21 73 234 307 
03 Trenggalek 1257 14 37 120 157 
04 Tulungagung 1159 19 103 168 271 
05 Blitar 1765 22 82 166 248 
06 Kediri 1534 26 136 208 344 
07 Malang 3478 33 146 244 390 
08 Lumajang 1814 21 38 167 205 
09 Jember 3316 31 81 167 248 
10 Banyuwangi 3606 24 99 118 217 
11 Bondowoso 1556 23 54 165 219 
12 Situbondo 1666 17 42 94 136 
13 Probolinggo 1728 24 94 236 330 
14 Pasuruan 1492 24 120 245 365 
15 Sidoarjo 722 18 296 57 353 
16 Mojokerto 980 18 118 186 304 
17 Jombang 1128 21 163 143 306 
18 Nganjuk 1300 20 93 191 284 
19 Madiun 1128 15 48 158 206 
20 Magetan 712 18 88 147 235 
21 Ngawi 1405 19 25 192 217 
22 Bojonegoro 2330 28 64 366 430 
23 Tuban 1993 20 55 273 328 
24 Lamongan 1759 27 62 412 474 
25 Gresik 1251 18 157 199 356 
26 Bangkalan 1310 18 41 240 281 
27 Sampang 1230 14 17 169 186 
28 Pamekasan 802 13 32 157 189 
29 Sumenep 2090 27 38 294 332 
Kota 
71 Kediri 67 3 46 0 46 
72 Blitar 33 3 21 0 21 
73 Malang 110 5 57 0 57 
74 Probolinggo 56 5 25 4 29 
75 Pasuruan 38 4 34 0 34 
76 Mojokerto 20 2 18 0 18 
77 Madiun 34 3 27 0 27 
78 Surabaya 330 31 160 0 160 
79 Kota Batu 200 3 21 3 24 
Total 48258 664 2833 5672 8505 




Secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur telah mengarah 
pada dominasi kawasan perkotaan yang mana mampu mempengaruhi 
perekonomian wilayah pedesaannya. Urbanisasi serta aglomerasi wilayah 
merupakan fenomena yang terus berkembang mengarah ke hirarki perkotaan 
yang lebih besar. Guna mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang 
berkembang cenderung terus membesar dan berpotensi mendorong 
perkembangan mega urban, menyeimbangkan perkembangan perkotaan dan 
mengendalikan kawasan terbangun diperkotaan yang selaras dengan kawasan 
pedesaan sesuai daya dukung dan prinsip-prinsip pembangunan yang 
berkelanjutan, maka struktur ruang wilayah Jawa Timur diagi ke dalam 9 Satuan 
Wilayah Pengembangan (SWP). Persebaran 9 SWP berdasarkan 
kecenderungan pergerakan manusia, barang dan jasa, serta karakteristik 
wilayahnya adalah sebagai berikut : 
1. SWP Gerbangkertasusila Plus meliputi : 
Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupatenn 
Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota 
Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan 
Kota Pasuruan dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya. 
2. SWP Malang Raya meliputi : 
Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang dengan pusat pelayanan 
di Kota Malang. 
3. SWP Madiun dan sekitarnya meliputi : 
Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 
Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dengan pusat pelayanan 
di Kota Madiun. 
4. SWP Kediri dan sekitarnya meliputi : 
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Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten 
Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung dengan pusat pelayanan di 
Kota Kediri. 
5. SWP Probolinggo-Lumajang meliputi : 
Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang 
dengan pusat pelayanan di Kota Probolinggo. 
6. SWP Blitar meliputi : 
Kota Blitar dan Kabupaten Blitar dengan pusat pelayanan di Kota Blitar. 
7. SWP Jember dan sekitarnya meliputi : 
Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo 
dengan pusat pelayanan di Perkotaan Jember. 
8. SWP Banyuwangi meliputi : 
Kabupaten Banyuwangi dengan pusat pelayanan di perkotaan 
Banyuwangi. 
9. SWP Madura dan Kepulauan : 
Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep 
dengan pusat pelayanan di Perkotaan Pamekasan. 
4.1.2 Gambaran Umum Variabel 
4.1.2.1 Ketimpangan Pembangunan 
Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 
begitu tinggi yang dibuktikan dari hasil perhitungan indeks Williamson, dimana  
bahkan nilainya melebihi angka maksimum yaitu melebihi angka 1. Pada 
teorinya, nilai Indeks Williamson yang melebihi nilai maksimum dapat disebabkan 
oleh adanya beberapa daerah yang memiliki hyper-PDRB perkapita diatas PDRB 
perkapita Provinsi Jawa Timur. Nilai indeks Williamson Provinsi Jawa Timur pada 
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tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 nilai indeks 
menunjukkan angka 1.074733000, tahun 2010 meningkat menjadi 1.081326394 
dan 1.084664816 pada tahun 2011. Tahun 2012 nilai indeks turun menjadi 
1.044734114 dan tahun 2013 kembali mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi 
1.047233912. Namun meskipun nilai indeks Williamson Jawa Timur pada tahun 
2009-2013 berfluktuatif, pada dua tahun terakhir menunjukkan tren yang 
cenderung menurun. Untuk tahun-tahun berikutnya diharapkan ketimpangan 
pembangunan yang terjadi di Jawa Timur dapat menurun dan kesejahteraan 
masyarakat semakin meningkat dan merata. 
Gambar 4.1: Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 
 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah 
4.1.2.2 Kredit Investasi 
Nilai kredit investasi yang disalurkan oleh bank Umum dan bank BPR di 
Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terus mengalami 










triliun rupiah di tahun 2010, 351.1 dan 459.1 triliun rupiah pada tahun 2011 dan 
2012, hingga mencapai 554.2 triliun rupiah pada tahun 2013. 
Kredit investasi diharapkan bisa menjadi penyokong pertumbuhan 
ekonomi Jawa Timur terutama bagi penanaman investasi perusahaan dikalangan 
menengah kebawah agar dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. 
Gambar 4.2: Kredit Investasi oleh Bank Umum dan BPR Jawa Timur 
(Triliun Rupiah) Tahun 2009-2013 
 
Sumber: Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur 
4.1.2.3 Angkatan Kerja yang Bekerja 
 Sebagaimana skema pada gambar 4.2, disebutkan bahwa penduduk usia 
kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan 
angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, 
yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan dan penganggur, sedangkan yang 
termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan 










ketenagakerjaan yang dikumpulkan BPS pada tahun 2012, di Jawa Timur 
terdapat 28,59 juta penduduk usia kerja. Sebagian dari penduduk usia kerja yang 
ada merupakan angkatan kerja atau aktif dalam kegiatan ekonomi, yaitu sekitar 
66,75 persen. Jika dibandingkan data tahun 2011, persentasi angkatan kerja 
terhadap total penduduk usia kerja mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen. 
 Komposisi penduduk usia kerja menurut komponen ketenagakerjaan 
tidak menunjukkan perubahan yang berarti dari tahun ke tahun. Dominasi 
penduduk yang bekerja terjadi pada kelompok kerja laki-laki maupun perempuan. 
Hal ini diduga karena sistem tenaga kerja yang terjadi disebagian besar wilayah 
utamanya daerah pedesaan masih menganut pola gotong royong atau 
kebersamaan dalam menyelesaikan suatu kegiatan termasuk kegiatan ekonomi 
(worksharing atau pekerjaan yang biasanya cukup dikerjakan satu orang namun 
dikerjakan oleh beberapa orang). Tidak menutup kemungkinan pola tersebut 
merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk dilaksanakan oleh perusahaan-
perusahaan industri dalam rangka mengurangi pengangguran. Kebijakan 
tersebut tentunya akan berdampak pada nilai upah yang diterima atau 












Gambar 4.3: Persentase Penduduk Usia Kerja di Jawa Timur Menurut 
Kegiatan Utama Tahun 2012 
 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas 2012 
Gambar 4.4: Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang 
Termasuk Angkatan Kerja Tahun 2011-2013 
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4.1.2.4 Modal Manusia (Pendidikan) 
 Modal Manusia pada penelitian ini menggunakan jumlah angkatan kerja 
yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi. Angkatan kerja di Jawa Timur 
sampai dengan tahun 2012 masih didominasi oleh yang berpendidikan SD ke 
bawah, yaitu sebesar 53,94 persen. Sehingga perlu upaya keras dari pemerintah 
daerah agar SDM pekerja menjadi lebih bardaya saing dengan berbagai program 
pendidikan dan pelatihan. 
Tabel 4.2: Persentase Angkatan Kerja di Jawa Timur Menurut Kelompok 
Umur dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2012 
Kelompok 
umur 
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah 
SD ke 
Bawah 
SLTP SLTA Diploma Universitas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
15 - 24 7,32 23,85 25,75 13,79 6,38 14,26 
25 - 54 66,91 70,29 70,99 77,92 88,26 69,68 
55+ 25,77 5,86 3,26 8,29 5,36 16,06 
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 













Gambar 4.5: Target dan Realisasi Pajak Daerah Jawa Timur (Triliun Rupiah) 
 Tahun 2009-2013 
 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 
 
Kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk membayar pajak sangat tinggi, 
hal ini terbukti dengan adanya kenaikan realisasi pajak yang begitu signifikan 
selama periode 2009-2013. Sampai saat ini pajak daerah masih menjadi tulang 
punggung penerimaan PAD dan pembiayaan pembangunan di Provinsi Jawa 
Timur. 
 Pada tahun 2013, realisasi pajak daerah mencapai Rp 9,40 triliun, nilai 
tersebut melebihi dari pajak yang ditargetkan sebesar Rp 8,60 triliun. 
Penerimaan pajak yang melebihi target sangat menggembirakan. Dengan 
semakin naiknya PAD dari pajak ini, pemerintah daerah mempunyai banyak 
pilihan memanfaatkan pajak dalam pengoptimalan pembangunan. 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
Target 3.97 5.32 6.88 7.73 8.6 

















4.1.2.6 Pengeluaran Pemerintah 
 Pada tahun 2013 realisasi belanja lebih rendah dari realisasi pendapatan. 
Belanja ini terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. 
Gambar 4.6: Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2009-2013 (Triliun Rupiah) 
 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
 
Target belanja daerah selama periode 2009-2013 adalah sebagai berikut: 
pada tahun 2009 target belanja sebesar Rp 84,0 triliun dan mempunyai realisasi 
sebesar Rp 7,6 triliun. Pada tahun berikutnya target belanja adalah masing-
masing Rp 10,51 triliun (2010), Rp 12,31 triliun (2011), Rp 16,01 triliun (2012) 
dan Rp 17,61 triliun (2013). Sedangkan realisasinya adalah Rp 10,21 triliun 




2009 2010 2011 2012 2013 
Pendapatan 7.828 10.01 11.686 15.401 17.373 
















4.2 Analisis dan Pembahasan Uji Statistik 
Dalam bagian analisis, akan dijelaskan hasil pengujian asumsi klasik dan 
pengujian secara statistik dimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 
baik secara parsial maupun secara simultan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Method 
(FEM). Fixed Effect Method (FEM) dipilih karena terdapat beberapa alasan yang 
menguatkan untuk dipilihnya Fixed Effect Method (FEM) dibandingkan dengan 
Common Effect Method (CEM) dan Random Effect Method (REM). Uji pemilihan 
metode data panel untuk menentukan yang lebih tepat digunakan dalam estimasi 
regresi dapat melalui uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM), 
kemudian selanjutnya akan dijelaskan hasil uji signifikansi yaitu iji t (pengujian 
secara parsial) dan uji F (pengujian secara simultan). 
4.2.1 Uji Asumsi Klasik 
4.2.1.1 Multikolinearitas 
Multikolinearitas merupakan pelanggaran asumsi dasar berupa 
terdapatnya hubungan antar variabel bebas sehingga nilai parameter yang BLUE 
tidak dapat terpenuhi. Adanya multikolinearitas ini dapat dideteksi menggunakan 
uji correlation matrix, dengan kriteria tingkat korelasi yang cukup tinggi antar 2 
variabel babas yaitu apabila r > 0.8. Jika hal tersebut terpenuhi maka 
diindikasikan terjadi masalah multikolinearitas dalam persamaan tersebut. 
Mltikolinearitas ini terbagi menjadi 2 yakni multikolinearitas sempurna apabila r = 
1 dan multikolinearitas tidak sempurna apabila 0.8 < r < 1. 




Tabel 4.3: Hasil Uji Multikolinearitas 
 X1 X2 X3 X4 X5 
X1  1.000000  0.053380  0.450423  0.573390  0.368539 
X2  0.053380  1.000000  0.687957  0.469304  0.607539 
X3  0.450423  0.687957  1.000000  0.788525  0.630119 
X4  0.573390  0.469304  0.788525  1.000000  0.691574 
X5  0.368539  0.607539  0.630119  0.691574  1.000000 
Sumber: eviews 8, data diolah 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 
multikolinearitas yaitu dengan seluruh nilai r < 0.8. 
4.2.1.2 Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas merupakan variasi dari error term tidak konstan, hal 
tersebut mengakibatkan parameter yang kita duga menjadi tidak efisien akibat 
besaran varians selalu berubah-ubah. Untuk mengetahui adanya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji White Heteroscedasticity Test. 
Pengujian hipotesa White Heteroscedasticity Test adalah: 
H0 : homoskedastisitas 
H1 : heteroskedastisitas 
Jika nilai Prob. Obs*R-squared > α maka H0 diterima yang berarti tidak terdapat 
masalah heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai Prob. Obs*R-squared < α maka 
H0 ditolak yang berarti terdapat masalah heteroskedastisitas.. 
Berikut adalah hasil dari uji hetroskedastisitas menggunakan White 







Tabel 4.4: Uji White Heteroscedasticity Test 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 7.942982    Prob. F(5,184) 0.0000 
Obs*R-squared 33.72968    Prob. Chi-Square(5) 0.0000 
Scaled explained SS 205.4397    Prob. Chi-Square(5) 0.0000 
     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/15/15   Time: 00:48   
Sample: 1 190    
Included observations: 190   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.274028 1.211342 -0.226218 0.8213 
X1^2 0.007802 0.002632 2.964960 0.0034 
X2^2 -0.070856 0.022142 -3.200047 0.0016 
X3^2 0.037606 0.028094 1.338558 0.1824 
X4^2 -0.013093 0.007223 -1.812782 0.0715 
X5^2 0.026839 0.025538 1.050951 0.2947 
     
     R-squared 0.177525    Mean dependent var 0.153209 
Adjusted R-squared 0.155175    S.D. dependent var 0.553626 
S.E. of regression 0.508862    Akaike info criterion 1.517791 
Sum squared resid 47.64511    Schwarz criterion 1.620328 
Log likelihood -138.1901    Hannan-Quinn criter. 1.559327 
F-statistic 7.942982    Durbin-Watson stat 1.124942 
Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     Sumber: eviews, data diolah 
Dari nilai Prob. Obs*R-squared didapatkan angka sebesar 0.0000 (<0.05) 
yang berarti bahwa dalam model ini terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk 
mengatasi adanya masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan 
metode cross section weights, yaitu Generalized Least Square (GLS) dengan 
menggunakan estimasi varians residual cross-section. 
4.2.2 Uji Chow 
Uji Chow atau uji F-statistik digunakan untuk mengetahui model Common 
Effect (CEM) atau Fixed Effect (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi regresi 
panel data. Adapun uji Chow adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5: Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: KETIMPANGAN   
Test cross-section fixed effects  
     
     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     
Cross-section F 2469.388297 (37,147) 0.0000 
     
     
Sumber: eviews 8, data diolah 
Uji Chow memperlihatkan bahwa nilai probabilitas Cross-Section F 
0.0000 dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka menolak H0 dan menerima Ha 
(H0 = CEM, Ha = FEM). Sehingga model panel data yang tepat untuk estimasi 
data panel adalah Fixed Effect Method (FEM) daripada Common Effect Method 
(CEM). 
4.2.3 Uji Hausman 
Uji Hausman pada dasarnya digunakan untuk menetukan metode apa 
yang paling efisien antara Fixed Effect Method (FEM) dan Random Effect 
Method (REM) dalam mengestimasi model persamaan regresi. Dengan catatan 
FEM dan REM dinilai lebih efisien daripada Common Effect Method (CEM). Uji 
Hausman ini merupakan salah satu dari bentuk Chi-square test dan dilakukan 
berdasarkan bentuk kuadrat dan selisih antara konsisten estimator dan efisien 
estimator. Pada model analisis data panel dengan Fixed Effect Method (FEM) 
diperoleh estimator yang konsisten, sedangkan pada model analisis data panel 
dengan Random Effect Method (REM) diperoleh estimator yang efisien. Oleh 
karena itu, selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah efek 




Tabel 4.6: Hasil Uji Hausman 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: KETIMPANGAN   
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     
Cross-section random 42.353818 5 0.0000 
     
     Sumber: eviews 8, data diolah 
Uji Hausman memperlihatkan bahwa nilai probabilitas Cross-Section 
Random sebesar 0.0000 dengan tingkat signifikansi α = 5%, maka menolak H0 
dan menerima Ha (H0 = REM, Ha = FEM). Sehingga model panel data yang tepat 
untuk estimasi data panel adalah Fixed Effect Method (FEM) daripada Random 
Effect Method (REM). 
4.2.4 Uji Lagrange Multiplier (LM) 
Uji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan 
pada dasarnya digunakan untuk menentukan metode yang tepat dan efisien 
untuk estimasi data panel. Metode tersebut adalah Common Effect Method 
(CEM) atau Random Effect Method (REM). Uji ini juga didasarkan pada distribusi 
Chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah dari variable independen. 
Uji Lagrange Multiplier (LM) dalam penelitian ini tidak perlu dilakukan 
mengingat pada uji sebelumnya yaitu uji Chow, menghasilkan bahwa Fixed 
Effect Method (FEM) lebih baik dibandingkan Common Effect Method (CEM), 
kemudian uji Hausman juga mengasilkan bahwa Fixed Effect Method (FEM) 
lebih baik dibandingkan Random Effect Method (REM) sehingga pada penelitian 





4.2.5 Hasil Regresi Data Panel 
Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, diperoleh bahwa Fixed Effect 
Method (FEM) merupakan metode yang paling efisien dalam estimasi 
persamaan regresi panel data dalam penelitian ini. Oleh karena itu, selanjutnya 
pengujian regresi akan digunakan metode Fixed Effect Method (FEM). Berikut 
merupakan hasil uji regresi dengan metode Fixed Effect Method (FEM). 
Tabel 4.7: Hasil Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Method (FEM) 
Variabel Koefisien Probabilitas Keputusan 
Kredit Investasi (x1) 0.000245 0.1172 Tidak Signifikan 
Angkatan Kerja yang Bekerja (x2) -0.006805 0.0002 Signifikan 
Modal Manusia (Pendidikan) (x3) 0.000538 0.2644 Tidak Signifikan 
Pajak (x4) -0.001948 0.0005 Signifikan 
Pengeluaran Pemerintah (x5) -0.004661 0.0000 Signifikan 
R-squared 0.998801   
Prob (F-statistic) 0.000000   
Sumber: eviews 8, data diolah 
Berdasarkan hasil regresi data panel pada tabel 4.5 yang 
menggambarkan tentang uji signifikansi dimana variabel bebas (independent 
variable) yaitu Kredit Investasi, Angkatan Kerja yang Bekerja, Modal Manusia 
(Pendidikan), Pajak dan Pengeluaran Pemerintah mempengaruhi variabel terikat 
(dependent variable) yaitu Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur, baik secara parsial maupun secara simultan.  
4.2.5.1 Uji F 
Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diperoleh nilai probabilitas Fstat 
sebesar 0.000000 dimana hasil tersebut adalah lebih kecil dari significant level 
(tingkat kesalahan) α = 5%. Hasil uji ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan dimana semua variabel bebasnya (independent variable) secara 
bersama-sama mempengaruhi variable terikatnya (dependent variable).  
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Selain itu, juga didapat nilai Rsquare sebesar 0.998801. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa variabel bebasnya (independent variable) mampu 
menjelaskan variabel terikatnya (dependent variable) sebesar 99% dan sisanya 
1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. 
4.2.5.2 Uji t 
Sedangkan uji signifikansi secara parsial (Uji t) berdasarkan tabel 4.4 
menunjukkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas (independent 
variable) dengan significant level (tingkat kesalahan) sebesar α = 5%. Hasil 
tersebut menjelaskan bahwa tiga variabel bebas (independent variable) yaitu 
angkatan kerja yang bekerja, pajak dan pengeluaran pemerintah secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wialayh di 
Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dua variabel bebas kredit investasi dan modal 
manusia (pendidikan) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
Varabel bebas (independent variable) pertama adalah kredit investasi. 
Kredit investasi dalam penelitian ini mempunyai nilai koefisien yang positif dan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah 
di Provinsi Jawa Timur.  
Selanjutnya adalah variabel angkatan kerja yang bekerja. Angkatan kerja 
yang bekerja pada penelitian ini memiliki nilai koefisien yang negatif dan 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di 
Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti secara statistik peningkatan angkatan kerja 
yang bekerja sebesar 1% akan menyebabkan penurunan ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur sebesar -0.006805%, 
dengan asumsi faktor lain adalah bersifat tetap atau cateris paribus. 
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Variabel modal manusia (pendidikan) pada penelitian ini memiliki nilai 
koefisien yang positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
Variabel pajak pada penelitian ini memiliki nilai koefisien yang negatif dan 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di 
Provinsi Jawa Timur. Hal ini secara statistik peningkatan pajak sebesar 1% akan 
menyebabkan penurunan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi 
Jawa Timur sebesar -0.001948%, dengan asumsi faktor lain adalah bersifat tetap 
atau cateris paribus. 
Variabel pengeluaran pemerintah pada penelitian ini memiliki nilai 
koefisien yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini secara statistik  
peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan menyebabkan 
penurunan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur  
sebesar -0.004661%, dengan asumsi faktor lain adalah bersifat tetap atau cateris 
paribus. 
4.3 Implikasi Penelitian Ketimpangan Pembangunan di Jawa Timur 
Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki laju pertumbuhan 
yang cukup tinggi, apabila dilihat dari sisi nilai. Namun jika diperhatikan secara 
lebih dalam, angka ketimpangannyapun cenderung masih tinggi dan 
perekonomian hanya terpusat di sebagian kecil daerah saja. Hal ini 
mengindikasikan bahwa belum terciptanya keselarasan dan pemerataan 
pembangunan antar daerah di Provinsi Jawa Timur. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tiga variabel bebas yaitu 
angkatan kerja yang bekerja, pajak dan pengeluaran pemerintah menunjukkan 
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hasil yang signifikan berpengaruh terhadap variabel ketimpangan antar wilayah 
di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dua variabel bebas lainnya yaitu kredit 
investasi dan modal manusia (pendidikan) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Ketiga variabel yang 
signifikan tersebut menunjukkan slope yang negatif, yang artinya bahwa selama 
masa lima tahun penelitian ketiga variabel tersebut telah dapat mengurangi 
angka ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Jawa Timur. 
Sehingga dengan kata lain, untuk periode-periode kedepan, ketiga variabel 
tersebut diperkirakan dapat membawa pertumbuhan Provinsi Jawa Timur kearah 
konvergensi atau pemerataan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pula bahwa 
dua variabel yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah yang merupakan variabel 
turunan dari teori Keynes, yaitu teori yang menyatakan pentingnya peran serta 
pemerintah dalam menyelesaikan segala permasalahan perekonomian, terbukti 
memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi permasalahan ketimpangan 
antar wilayah di Provinsi Jawa Timur yakni dengan nilai koefisien yang negatif. 
Sedangkan untuk variabel kredit investasi, angkatan kerja yang bekerja dan 
modal manusia (pendidikan) yang merupakan variabel turunan dari teori 
Neoklasik, yaitu teori yang mengutamakan peranan sektor swasta dan 
meminimalisir peran serta pemerintah dalam proses perekonomian, terbukti 
hanya variabel angkatan kerja yang bekerja yang memilki dampak terhadap 
ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Provinsi di Jawa Timur, 
dan dua variabel lainnya tidak berpengaruh atau tidak memiliki dampak secara 
signifikan. Sehingga untuk studi kasus di Provinsi Jawa Timur, teori Keynes lebih 
memegang peranan penting dalam penyelesaian permasalahan ketimpangan 
pembangunan antar wilayah. 
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4.3.1 Pengaruh Kredit Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan 
Antar Wilayah di Jawa Timur 
Kredit investasi memiliki hubungan positif dengan koefisien 0.000245 
namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur.  
Berdasarkan teori, aliran neoklasik mengatakan bahwa modal memiliki 
hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi atau output suatu wilayah, 
apabila modal meningkat maka akan terjadi peningkatan pula pada output yang 
mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun perbedaan dalam 
besaran modal antar daerah akan menimbukan adanya ketimpangan. Selain itu, 
menurut neoklasik, modal akan mengalir dari daerah maju (yang memiki 
kelebihan modal) ke daerah tertinggal (yang memiliki sedikit modal) atau dengan 
kata lain terjadi mobilitas faktor yang sempurna. Daerah dengan perekonomian 
maju (tingkat pertumbuhan tinggi) memiliki pengembalian (return) yang lebih 
rendah salah satunya karena terjadinya persaingan yang tinggi antar pemilik 
modal di daerah tersebut sehingga dapat menaikkan upah dan sebaliknya 
menurunkan keuntungan, dengan demikian para pengusaha/investor akan 
memilih wilayah dengan tingkat upah yang rendah sebagai wilayah usahanya 
(Armstrong dan taylor, 2000).  
Pada penelian ini variabel kredit investasi, yaitu jumlah penyaluran kredit 
investasi oleh bank umum dan bank BPR, tidak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Hal 
tersebut dikarenakan aliran dana kredit investasi tidak secara langsung 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah maupun ketimpangan yang terjadi 
di Provinsi Jawa Timur. Melalui data aliran dana kredit perbankan menurut sektor 
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ekonomi (pada tabel 4.8) diketahui bahwa kredit perbankan banyak mengalir ke 
sektor Industri dan Perdagangan, Restoran dan Hotel. Rata-rata posisi kredit 
selama tahun 2013 di sektor industri mencapai 89.665.630 juta rupiah dan pada 
sektor perdagangan, restoran dan hotel mencapai 75.879.508 juta rupiah, nilai 
kedua sektor tersebut lebih unggul daripada nilai ketujuh sektor ekonomi lainnya 
yang ada di Provinsi Jawa Timur.  
Tabel 4.8: Posisi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013 (Juta Rupiah) 
Bulan Pertanian Pertambang
an 
Industri Listrik, Gas 
dan Air 
Konstruksi 
Januari 8.384.553 3.023.236 79.831.315 4.849.245 8.463.244 
Februari 8.509.354 2.920.984 80.677.298 4.821.563 8.742.251 
Maret 8.708.474 2.926.942 82.269.874 4.835.555 9.044.438 
April 9.102.152 2.928.863 83.406.786 4.784.662 9.320.490 
Mei 9.780.008 2.835.275 84.020.095 4.750.396 9.943.186 
Juni 10.291.961 2.746.270 87.745.204 5.158.428 9.942.731 
Juli 9.820.187 2.885.708 89.502.809 5.403.108 10.720.783 
Agustus 9.578.965 2.850.173 94.457.145 5.521.160 10.979.676 
September 9.681.373 2.611.794 99.319.941 3.249.582 11.570.742 
Oktober 9.705.017 2.638.892 96.762.080 3.095.045 11.500.590 
Nopember 9.944.575 3.000.977 100.676.420 3.064.922 11.740.567 
Desember 8.034.154 2.881.014 97.318.597 2.345.309 9.553.832 









dan Js Prsh 
Jasa-Jasa 
Januari 65.304.503 9.585.533 1.175.046 7.286.574 
Februari 65.891.972 9.632.484 1.740.633 7.590.433 
Maret 68.203.641 9.902.140 1.806.995 7.249.821 
April 69.220.015 9.970.293 1.842.631 7.584.611 
Mei 70.537.224 9.991.124 1.842.462 7.828.219 
Juni 78.682.540 10.423.548 1.559.512 4.406.781 
Juli 80.946.573 10.946.127 2.127.269 4.539.250 
Agustus 80.191.145 11.077.156 1.573.482 4.602.359 
September 82.755.703 11.112.092 1.595.256 4.710.024 
Oktober 84.648.233 11.199.454 1.593.591 4.749.321 
Nopember 85.684.493 11.599.227 1.609.194 4.892.518 
Desember 78.488.048 10.531.637 1.704.976 4.141.022 
Rata-rata 75.879.508 10.497.567 1.680.920 5.798.411 
Sumber: BPS Jawa Timur, 2014 
Namun, besarnya aliran kredit ke sektor industri serta perdagangan, hotel 
dan restoran tersebut tidak memberikan efek yang sama pada laju pertumbuhan 
PDRB sektoral pada kedua sektor tersebut. Pada data di tabel 4.9 ditunjukkan 
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bahwa sektor industri pengolahan memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB 
ADHK sebesar 0.055803 dan sektor perdangangan, hotel dan restoran sebesar 
0.097869. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK tertinggi adalah pada 
sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 0.103983, padahal kredit 
investasi tidak banyak mengalir ke sektor tersebut. Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa dana kredit investasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap 
pertumbuhan wilayah serta ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Provinsi 
Jawa Timur. 
Tabel 4.9: Laju PDRB ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa 





2010 2011 2012 2013 Rata-rata 








0.043228 0.060649 0.063424 0.05591 0.055803 
4 
Listrik, Gas dan 
Air Bersih 
0.064326 0.062472 0.062114 0.047356 0.059067 









0.100735 0.114404 0.096462 0.104332 0.103983 
8 
Keuangan, real 
estate dan Jasa 
Perusahaan 
0.072669 0.081815 0.079076 0.076828 0.077597 
9 Jasa-jasa 0.043377 0.050764 0.050635 0.053165 0.049485 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
Untuk dapat lebih jelas menggambarkan hubungan antara kredit 
perbankan dan laju PDRB ADHK sektoral di Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat 






Gambar 4.7: Rata-rata Posisi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Juta Rupiah) 
 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
Gambar 4.8: Rata-rata Laju PDRB ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 (%) 
 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
 Gambar 4.7 dan 4.8 memiliki tren yang berbeda, dimana pada gambar 
4.7 aliran dana kredit perbankan banyak menuju ke sektor industri, sedangkan 





















Laju PDRB ADHK 
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komunikasi dengan laju pertumbuhan tertinggi selama tahun 2009-2013, padahal 
aliran dana kredit perbankan (kredit investasi) tidak banyak mengalir ke sektor 
tersebut. Sehingga pada penelitian ini variabel kredit investasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi 
Jawa Timur. 
4.3.2 Pengaruh Angkatan Kerja yang Bekerja Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur 
Angkatan kerja yang bekerja memiliki hubungan negatif terhadap 
ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pengaruhnya 
negatif dengan nilai koefisien sebesar -0.006805. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa jika jumlah angkatan kerja yang bekerja pada suatu daerah 
mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengaruhnya terhadap perubahan 
tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur adalah 
menurun sebesar -0.006805%.  
Menurut teori Neoklasik, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan suatu wilayah, dengan kata lain peningkatan dalam jumlah tenaga 
kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, dan aliran 
neoklasik mempercayai bahwa adanya mobilitas faktor yang sempurna. Tenaga 
kerja akan berpindah dari daerah tertinggal menuju ke daerah yang maju, 
dimana daerah maju memiliki nilai upah yang relatif lebih tinggi. Sehingga hal 
tersebut mengakibatkan peningkatan kesenjangan/ketimpangan antara daerah 
tertinggal dan daerah maju dikarenakan para tenaga kerja produktif memilih 
untuk bekerja di daerah maju daripada menetap dan bekerja di daerah tertinggal. 
Namun dalam jangka panjang, ketimpangan tersebut akan sedikit demi sedikit 
berkurang dikarenakan faktor modal bergerak kearah sebaliknya, yaitu dari 
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daerah maju ke daerah yang kurang maju/tertinggal karena daerah tertinggal 
mampu memberikan pengembalian yang relatif lebih besar bagi para investor 
misalnya memiliki upah tenaga kerja yang lebih rendah. 
Pada penelitian untuk studi kasus di Provinsi Jawa Timur ini dihasilkan 
suatu kesimpulan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja akan 
mengurangi angka ketimpangan yang terjadi, hal tersebut dikarenakan para 
pencari kerja tidak lagi hanya berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan dan 
bekerja di daerah maju saja, namun sudah mulai menuju daerah lain yang 
mungkin tingkat pertumbuhannya lebih rendah, sehingga dalam praktiknya teori 
neoklasik tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di Provinsi Jawa Timur, karena 
kenyataannya justru mengatakan yang sebaliknya. Hal ini dikarenakan meskipun 
daerah maju memiliki daya penarik tenaga kerja (upah yang tinggi), namun  
lapangan pekerjaannya tetap memiliki jumlah yang terbatas, dengan kata lain 
jumlah lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pencari kerja, 














Tabel 4.10: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota 
Tertinggal (Dengan PDRB Per Kapita di Bawah PDRB Per 
Kapita Provinsi Jawa Timur) 
No Kabupaten/Kota 2012 2013 Rata-rata 
1 Kab. Pacitan 1.16 1.00 1.08 
2 Kab. Ponorogo 3.26 3.28 3.27 
3 Kab. Trenggalek 3.14 4.12 3.63 
4 Kab. Tulungagung 3.18 2.77 2.98 
5 Kab. Blitar 2.86 3.74 3.30 
6 Kab. Kediri 4.16 4.70 4.43 
7 Kab. Malang 3.79 5.20 4.50 
8 Kab. Lumajang 4.70 2.06 3.38 
9 Kab. Jember 3.91 3.97 3.94 
10 Kab. Banyuwangi 3.40 4.69 4.05 
11 Kab. Bondowoso 3.75 2.05 2.90 
12 Kab. Situbondo 3.31 3.07 3.19 
13 Kab. Probolinggo 1.98 3.32 2.65 
14 Kab. Pasuruan 6.43 4.35 5.39 
15 Kab. Mojokerto 3.42 3.13 3.28 
16 Kab. Jombang 6.69 5.60 6.15 
17 Kab. Nganjuk 4.22 4.75 4.49 
18 Kab. Madiun 4.16 4.70 4.43 
19 Kab. Magetan 3.86 3.02 3.44 
20 Kab. Ngawi 3.05 5.06 4.06 
21 Kab. Bojonegoro 3.51 5.82 4.67 
22 Kab. Tuban 4.25 4.33 4.29 
23 Kab. Lamongan 4.98 5.00 4.99 
24 Kab. Bangkalan 5.32 6.84 6.08 
25 Kab. Sampang 1.78 4.74 3.26 
26 Kab. Pamekasan 2.30 2.19 2.25 
27 Kab. Sumenep 1.19 2.55 1.87 
28 Kota Blitar 3.55 6.22 4.89 
29 Kota Probolinggo 5.12 4.52 4.82 
30 Kota Pasuruan 4.34 5.34 4.84 
31 Kota Batu 3.41 2.32 2.87 
Rata-rata 3.85 








Tabel 4.11: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Maju 
(Dengan PDRB Per Kapita di Atas PDRB Per Kapita Provinsi 
Jawa Timur) 
No Kabupaten/Kota 2012 2013 Rata-rata 
1 Kab. Sidoarjo 5.21 4.13 4.67 
2 Kab. Gresik 6.72 4.51 5.62 
3 Kota Kediri 7.85 8.00 7.93 
4 Kota Malang 7.68 7.72 7.70 
5 Kota Mojokerto 7.32 5.69 6.51 
6 Kota Madiun 6.71 6.66 6.69 
7 Kota Surabaya 5.07 5.28 5.18 
Rata-rata 6.33 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
 
Pada tabel 4.10 dan 4.11 diatas menunjukkan Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) pada Kabupaten/Kota tertinggal (dengan PDRB per kapita di 
bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten/Kota maju 
(dengan PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur) pada 
tahun 2012-2013. Pada tabel tersebut, Kabupaten/Kota maju memiliki rata-rata 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
Kabupaten/Kota tertinggal, yaitu sebesar 6,33% pada Kabupaten/Kota maju dan 
3,85% pada Kabupaten/Kota tertinggal. Hal tersebut diakibatkan karena kualitas 
sumber daya manusia di Kabupaten/Kota maju lebih tinggi dibandingkan dengan 
Kabupaten/Kota tertinggal, oleh sebab itu persaingan sumber daya manusia dan 
inovasi menyebabkan masih banyak masyarakat Kabupaten/Kota maju belum 
terserap pada pasar kerja. 
Tingginya tingkat pengangguran serta persaingan para pencari kerja 
inilah yang membuat para pencari kerja akhirnya menuju daerah lain yang 
menawarkan lapangan pekerjaan, sehingga angkatan kerja semakin merata. 
Apabila tenaga kerja/angkatan kerja yang bekerja pada daerah tertinggal 
meningkat maka akan meningkatkan output daerah tersebut, sehingga dapat 
mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
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4.3.3 Pengaruh Modal Manusia (Pendidikan) Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur 
Kredit investasi memiliki hubungan positif dengan koefisien 0.000538 
namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur.   
Menurut teori Neoklasik, selain jumlah modal dan tenaga kerja, kemajuan 
teknologi juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan suatu wilayah. 
Kemajuan teknologi ini bisa berkembang pesat apabila faktor sumber daya 
manusianya memiliki kualitas yang bagus, dan cara untuk memperbaiki kualitas 
sumber daya manusia salah satunya adalah dengan pendidikan. Tingkat 
pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas inovasi pengetahuan 
dalam perekonomian sehingga akan muncul teknologi baru, produk baru dan 
proses produksi baru. Munculya sesuatu yang baru dan lebih bermanfaat akan 
mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tingkat pendidikan 
juga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Apabila 
pada suatu negara tingkat pendidikanya memiliki jenjang secara baik maka 
penduduknya akan memiliki kualitas pendidikan yang baik, sehingga akan 
mendorong penemuan baru yang dapat meningkatkan produktifitas individu 
maupun perusahaan. Namun pada penelitian ini modal manusia yaitu jumlah 
angkatan kerja yang telah menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan pada Kabupaten/Kota 
di Jawa Timur juga memiliki angkatan kerja dengan status pendidikan rendah 
yang cukup tinggi. Misalnya pada tabel 4.12 di bawah ini, dimana angkatan kerja 
yang tidak bersekolah memiliki prosentase sebesar 0.07123 dari total angkatan 
kerja, yang belum/tidak menamatkan sekolah dasar (SD) sebesar 0.15146 dan 
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yang menamatkan pendidikan hingga sekolah dasar (SD) sebesar 0.29693. 
Sedangkan angkatan kerja yang menamatkan pendidikan hingga perguruan 
tinggi hanya sebesar 0.07569. 
Tabel 4.12: Angkatan Kerja Berusia 15 Tahun Ke Atas dan Tingkat 
Pendidikan yang Ditamatkan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi 






SD SLTP SLTA PT Total 
1 Kab. Pacitan 17308 52484 150518 72161 42203 14381 349055 
2 Kab. Ponorogo 18039 126262 151071 88807 84579 27685 496443 
3 Kab. Trenggalek 11544 57497 177069 92560 52516 7898 399084 
4 Kab. Tulungagung 11415 60678 216502 124289 108079 44188 565151 
5 Kab. Blitar 11888 90356 200152 150134 109820 43726 606076 
6 Kab. Kediri 15139 116073 258275 165495 190036 40632 785650 
7 Kab. Malang 49883 244089 449893 232505 232579 64648 1273597 
8 Kab. Lumajang 46259 84951 222564 77396 61901 21595 514666 
9 Kab. Jember 138335 273166 395556 140231 149697 60477 1157462 
10 Kab. Banyuwangi 48637 136765 269335 174969 176022 35462 841190 
11 Kab. Bondowoso 55336 115180 113455 46987 60284 24903 416145 
12 Kab. Situbondo 55647 81553 94248 28677 62687 25734 348546 
13 Kab. Probolinggo 79856 168139 183510 67450 73876 28522 601353 
14 Kab. Pasuruan 46800 148933 292639 134339 179352 41622 843685 
15 Kab. Sidoarjo 4484 36184 160705 188815 485548 193972 1069708 
16 Kab. Mojokerto 7207 76394 139657 132692 164865 32590 553405 
17 Kab. Jombang 9736 73759 166013 150832 157433 46399 604172 
18 Kab. Nganjuk 33478 92166 178845 94331 108004 27183 534007 
19 Kab. Madiun 24323 62006 112616 65229 77143 21469 362786 
20 Kab. Magetan 12373 47155 93951 62781 91762 35528 343550 
21 Kab. Ngawi 49821 57720 141047 83345 84861 20580 437374 
22 Kab. Bojonegoro 31127 88695 237618 127979 123087 19857 628363 
23 Kab. Tuban 41389 82452 204393 103191 112933 24827 569185 
24 Kab. Lamongan 16900 88380 166625 139687 160910 39119 611621 
25 Kab. Gresik 6854 58357 98765 90521 246040 92032 592569 
26 Kab. Bangkalan 75402 88695 219616 35597 37380 16721 473411 
27 Kab. Sampang 154610 102674 154131 45318 33835 17037 507605 
28 Kab. Pamekasan 153443 49841 104965 56950 71633 32249 469081 
29 Kab. Sumenep 152826 115740 189958 75663 60487 27786 622460 
30 Kota Kediri 763 4969 25611 23545 64614 25924 145426 
31 Kota Blitar 376 3690 11550 11965 27086 14698 69365 
32 Kota Malang 1691 36043 76694 86424 157802 64977 423631 
33 Kota Probolinggo 4249 14420 16797 14581 42322 21153 113522 
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 
Tingginya angka angkatan kerja yang memiliki jenjang pendidikan rendah 
ini menunjukkan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, sehingga 
variabel modal manusia dengan menggunakan indikator angkatan kerja yang 
telah menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa 
Timur. 
4.3.4 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar 
Wilayah di Jawa Timur 
Pajak daerah memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pengaruhnya negatif 
dengan nilai koefisien sebesar -0.027029. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa jika penerimaan pajak daerah yang terdapat pada pos Pendapatan Asli 
Daerah yang tertuang dalam APBD mengalami kenaikan sebesar 1% maka 
pengaruhnya terhadap perubahan tingkat ketimpangan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur adalah menurun sebesar -0.027029%.  
Menurut teori kebijakan fiskal, peningkatan dalam tarif pajak dari aliran 
sirkulasi pendapatan akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses 
pengganda (multiplier effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika 






SD SLTP SLTA PT Total 
34 Kota Pasuruan 1017 10665 18166 12428 40654 14197 97127 
35 Kota Mojokerto 794 4728 12422 12244 27396 7046 64630 
36 Kota Madiun 508 3348 9833 12582 44179 16168 86618 
37 Kota Surabaya 45179 82500 236012 242579 636194 223038 1465502 
38 Kota Batu 804 15383 32437 18132 30864 9155 106777 
Total 1435440 3052092 5983214 3483411 4670663 1525178 20149998 
% 0.07123 0.15146 0.29693 0.17287 0.23179 0.07569  
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Sebaliknya jika terjadi penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) 
ke dalam aliran sirkulasi pendapatan akan menaikkan permintaan agregat dan 
melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan. 
Sesuai dengan teori tersebut pada kasus Provinsi Jawa Timur ini, hasil 
menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak akan mengurangi 
ketimpangan pembangunan antar wilayah, hal ini dikarenakan telah 
diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal yaitu penyerahan wewenang 
(mengenai penerimaan dan pengeluaran) dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi 
kewenangan untuk mengatur keuangan daerahnya termasuk dalam hal 
pemungutan pajak daerah. Pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah 
daerah kabupaten/kota antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan. Dengan dilimpahkannya wewenang pemungutan pajak 
daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota ini, diharapkan pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dapat lebih memahami sumber-
sumber dan potensi-potensi pajak yang produktif di daerahnya masing-masing, 
sehingga pemasukan pajak daerah bisa lebih optimal. Desentralisasi fiskal 
diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta 
mengurangi kesenjangan antar daerah. Desentralisasi fiskal juga diharapkan 
dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum 
karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu 
mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang heterogen. Oleh karena 
itu, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh 
sumber dana untuk melakukan pembangunan, yaitu yang berasal dari 
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penerimaan pajak. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif 
pada transformasi ekonomi, transformasi tenaga kerja dan transformasi 
kelembagaan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
efektifitas pembangunan pada daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan 
dapat berkurang. 
Kemudian selain itu, kebijakan yang turut mendukung dalam 
penyelesaian permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di 
Provinsi Jawa Timur yaitu masih adanya peran pemerintah pusat dalam 
pendistribusian pajak daerah, sebagai contoh pajak penghasilan (PPh) yang 
masih menjadi wewenang dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak 
penghasilan ini bersifat progresif, yaitu semakin tinggi pengasilan seseorang 
maka semakin tinggi pula prosentase pajak penghasilan yang harus dibayarkan. 
Sehingga kebijakan tersebut mengurangi jarak perbedaan atau ketidakmerataan 
distribusi pendapatan yang mencolok antara daerah maju dan daerah tertinggal, 
dimana daerah maju yang kebanyakan memiliki gaji pegawai (Upah Minimum 
Kabupaten/Kota) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tertinggal yang 
memiliki gaji pegawai (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Kemudian pungutan 
pajak oleh pemerintah pusat itu akan didistribusikan melalui dana perimbangan 
bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan proporsinya, sehingga ketimpangan 










Gambar 4.9: Tren Penerimaan Pajak dan Ketimpangan Pembangunan Antar 





Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah 
Berdasarkan gambar 4.9 diatas dapat digambarkan tren antara 
penerimaan pajak dengan ketimpangan antar wilayah keseluruhan di Jawa Timur 
dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Gambaran tren tersebut sesuai dengan hasil 
penelitian yang telah dilakukan, yaitu terjadi hubungan yang signifikan dan 
negatif antara kedua variabel tersebut, dimana pada tahun 2009 hingga 2013 
penerimaan pajak daerah memiliki tren yang positif, sedangkan ketimpangan 
antar wilayah di Provinsi Jatim memiliki tren yang cenderung menurun, meskipun 
pada tahun 2009 hingga tahun 2011 dan tahun 2012 hingga 2013 mengalami 
kenaikan tetapi dalam nilai yang sangat kecil daripada nilai penurunannya pada 
tahun 2011 ke tahun 2012 yang cukup drastis yaitu dari angka 1,084664 pada 
tahun 2011 menjadi 1,044734 pada tahun 2012. Hal ini mencerminkan kondisi 


























4.3.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan 
Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur 
Pengeluaran pemerintah daerah memiliki hubungan negatif terhadap 
ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pengaruhnya 
negatif dengan nilai koefisien sebesar -0.004661. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa jika pengeluaran pemerintah daerah yang merupakan total 
belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tertuang dalam APBD 
mengalami kenaikan sebesar 1% maka pengaruhnya terhadap perubahan 
tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur adalah 
menurun sebesar -0.073917%.  
Menurut teori kebijakan fiskal, peningkatan pengeluaran pemerintah 
dan/atau penurunan pajak dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat 
dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menurunkan angka pengangguran. 
Pengeluaran pemerintah daerah digunakan untuk membiayai segala kebutuhan 
daerah, dan pengeluaran pemerintah daerah ini juga digunakan sebagai stimulus 
bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pengeluaran Pemerintah telah 
diprogramkan/digunakan dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan 
antar wilayah. Pada penelitian ini pengeluaran pemerintah dapat mengurangi 
tingkat ketimpangan pembangunan dikarenakan dana belanja daerah sebagian 
dialokasikan untuk pengeluaran belanja modal yang dimana dana ini digunakan 
salah satunya untuk kebutuhan berupa pembangunan atau perbaikan 
infrastruktur. Dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik (khususnya 
bagi daerah tertinggal), maka secara bertahap dapat merubah struktur ekonomi 
daerah tertinggal tersebut dari yang awalnya masih berstruktur ekonomi 
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tradisional menuju struktur ekonomi modern, sehingga tingkat ketimpangan 
pembangunan dapat berkurang. 
Tabel 4.13: Alokasi Untuk Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota 
Tertinggal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 








1 Kab. Pacitan 114689502000 803615553600 0.142717 
2 Kab. Ponorogo 148883431200 1090627104600 0.136512 
3 Kab. Trenggalek 135243534400 901989481800 0.149939 
4 Kab. Tulungagung 167816858800 1204246409600 0.139354 
5 Kab. Blitar 196836155400 1212756902400 0.162305 
6 Kab. Kediri 309441948800 1428162728800 0.216671 
7 Kab. Malang 365734511400 1920605489200 0.190427 
8 Kab. Lumajang 153507151200 1058116370400 0.145076 
9 Kab. Jember 317438126000 1819288174400 0.174485 
10 Kab. Banyuwangi 347876431600 1499292069000 0.232027 
11 Kab. Bondowoso 200165948600 888875286200 0.22519 
12 Kab. Situbondo 241916788400 846962090800 0.285629 
13 Kab. Probolinggo 319410148000 1063169468800 0.300432 
14 Kab. Pasuruan 349613024400 1433512926000 0.243886 
15 Kab. Mojokerto 168728097400 1035296720000 0.162976 
16 Kab. Jombang 166205749600 1163127074000 0.142896 
17 Kab. Nganjuk 233774487000 1178011213400 0.198448 
18 Kab. Madiun 157487723000 912796529200 0.172533 
19 Kab. Magetan 167752593200 923982009200 0.181554 
20 Kab. Ngawi 216310517800 1021586844000 0.21174 
21 Kab. Bojonegoro 274142058200 1474065555200 0.185977 
22 Kab. Tuban 293389837200 1189574542200 0.246634 
23 Kab. Lamongan 248955024600 1237308185000 0.201207 
24 Kab. Bangkalan 295816275200 1057017798200 0.279859 
25 Kab. Sampang 297990938200 906128474000 0.328862 
26 Kab. Pamekasan 169818986400 957708882400 0.177318 
27 Kab. Sumenep 214316895200 1153215312200 0.185843 
28 Kota Blitar 135032442800 460454849200 0.293259 
29 Kota Probolinggo 153206704200 564250322000 0.271523 
30 Kota Pasuruan 104227084400 465599155000 0.223856 
31 Kota Batu 143977705800 448564357600 0.320974 
Rata-rata 0.210649 





Tabel 4.14: Alokasi Untuk Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Maju di 











1 Kab. Sidoarjo 363143858400 1916373635600 0.189495 
2 Kab. Gresik 154422377600 1293786369800 0.119357 
3 Kota Kediri 154916190000 762958826800 0.203047 
4 Kota Malang 244280792400 1111823544400 0.219712 
5 Kota Mojokerto 106499712600 461767168200 0.230635 
6 Kota Madiun 112722073400 549091916200 0.205288 
7 Kota Surabaya 1328782274000 4579654972800 0.290149 
    0.20824 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah 
 Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengalokasian dana 
pengeluaran pemerintah secara tepat (khususnya pada wilayah tertinggal) 
adalah salah satu alasan mengapa dapat terjadi penurunan ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Apabila dana pengeluaran 
pemerintah banyak dialokasikan pada belanja produktif, misalnya untuk belanja 
modal, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. 
Sebaliknya apabila dana pengeluaran pemerintah banyak dialokasikan pada 
belanja yang kurang produktif, misalnya untuk membiayai belanja pegawai, maka 
akan memperlambat pertumbuhan ekonomi wilayah. Belanja pegawai terdiri dari 
pembayaran gaji dan pembayaran honor kegiatan-kegiatan yang dibayarkan 
kepada pegawai negeri sipil. Belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas 
hanya dapat menambah penghasilan dari pegawai pemerintahan, dan belanja 
perjalanan dinas tersebut kebanyakan hanya digunakan untuk keperluan yang 
kurang penting seperti rapat dan kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor, 
meskipun rapat dan kegiatan tersebut sebenarnya dapat dilakukan di dalam 
kantor. Pengeluaran dana untuk belanja pegawai tersebut tidak efisien untuk 
proses pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga sebisa mungkin dana belanja 
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pegawai harus ditekan dan disisi lain alokasi pengeluaran pemerintah untuk 
belanja produktif semakin ditingkatkan. 
Pada tabel 4.13, alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota tertinggal di 
Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 hingga 2013 memiliki rata-rata sebesar 
0.210649, sedangkan pada tabel 4.14 Kabupaten/Kota maju memiliki rata-rata 
yang lebih rendah yaitu sebesar 0.20824. Hal tersebut dapat mengindikasikan 
bahwa pada daerah-daerah tertinggal alokasi dana pengeluaran pemerintah 
untuk belanja yang produktif lebih tinggi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi 
pada daerah tertinggal juga semakin cepat, dan tingkat ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di provinsi Jawa Timur dapat menurun. 
Kemudian selain itu, alokasi dana pengeluaran pemerintah yang 
digunakan untuk transfer payment bagi masyarakat juga dapat memberikan 
stimulus bagi pertumbuhan perekonomian wilayah. Sesuai dengan salah satu 
fungsi APBD yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi yang bertujuan untuk 
menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah. APBD 
selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan dan 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, juga disalurkan kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa dan dana pensiun. Penyaluran 
transfer payment (khususnya pada daerah tertinggal) ini akan dapat 
meningkatkan penerimaan agregat pada suatu wilayah, sehingga pertumbuhan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Hasil uji F menjelaskan bahwa kelima variabel independen yaitu kredit 
investasi, angkatan kerja yang bekerja, modal manusia (pendidikan), pajak 
dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur. 
2. Hasil uji t menjelaskan bahwa tiga variabel independen yaitu angkatan kerja 
yang bekerja, pajak dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dua variabel independen yaitu 
kredit investasi dan modal manusia (pendidikan) secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan antar 
wilayah di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil regresi tersebut diketahui bahwa 
tiga variabel independen yang berpengaruh signifikan yaitu angkatan kerja 
yang bekerja, pajak dan pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien 
berslope negatif, ini mengindikasikan bahwa selama lima tahun penelitian 
ketiga variabel tersebut telah membuat angka ketimpangan pembangunan 
antar wilayah di Provinsi Jawa Timur menurun dan menuju kearah 




Untuk melengkapi penelitian ini agar menjadi lebih baik penulis merasa perlu 
memberikan saran-saran diantaranya: 
1. Rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan 
pembangunan ekonomi agar tidak hanya memfokuskan pada aspek 
peningkatan nilai saja namun juga harus lebih memperhatikan aspek 
pemerataan pembangunan itu sendiri. Diharapkan lebih banyak program-
program pembangunan yang diarahkan pada kabupaten/kota tertinggal, 
supaya kedepannya aliran investasi pada daerah-daerah tersebut bisa lebih 
baik yang kemudian akan banyak perusahaan atau pabrik yang berdiri dan 
berkembang, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja karena 
banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Lalu peningkatan investasi 
pemerintah bagi modal manusia khususnya bidang pendidikan di 
kabupaten/kota tertinggal juga perlu untuk ditingkatkan demi terlahirnya bibit-
bibit manusia yang lebih unggul dan produktif sehingga dapat memberikan 
inovasi baru dan mempermudah mempelajari maupun membuat teknologi-
teknologi baru agar pertumbuhan daerah tersebut semakin tinggi. 
2. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota (khususnya yang tertinggal) juga 
sebaiknya terus menggali potensi-potensi pajak daerah yang selama ini 
belum optimal, misalnya pemungutan pajak daerah yang belum terkoordinir 
dengan baik hingga masih maraknya pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian pemerintah juga sebaiknya 
memberikan suntikan melalui pengeluaran pemerintah dalam anggaran 
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belanja pemerintah dengan tepat sasaran, sehingga aspek-aspek yang 
menjadi prioritas mendapatkan fokus perhatian utama. 
3. Diharapkan pemerintah Provinsi segera menyelesaikan proyek yang 
beberapa tahun ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur 
terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten/kota 
tertinggal yaitu pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Jalur Lintas Selatan 
(JLS) Jawa Timur merupakan pembangunan jalan baru yang membentang 
sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Timur mulai dari Kabupaten Pacitan, 
Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan 
Banyuwangi dengan panjang keseluruhan 634,11 Km. JLS Jawa Timur 
merupakan bagian dari JLS Pulau Jawa. Pembangunan JLS Jawa Timur 
merupakan Kesepakatan 5 Gubernur Pulau Jawa pada Bulan Pebruari 2004. 
Seperti yang diketahui bahwa Pembangunan JLS merupakan salah satu 
Program Strategis Jawa Timur yang bermanfaat sebagai pemicu 
pertumbuhan ekonomi selain untuk meminimalisir kesenjangan 
pembangunan kawasan utara dan selatan Jawa Timur. Pembangunan Jalur 
Lintas Selatan ini juga diproyeksikan untuk mengoptimalisasi objek wisata di 
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